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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah
di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah 1)
bagaimana implementasi produk pembiayaan murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 2)
bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi produk pembiayaan
murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pengumpulan
datanya dengan wawancara dan dokumenter. Kemudian dianalisis dengan
menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini,
data yang sudah dikumpulkan maka dianalisis menggunakan hukum Islam
murabahah untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi produk
pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik dengan menggunakan akad murabahah, anggota
mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian oleh BMT ditawarkan
murabahah dalam bentuk BMT menjual emas kepada anggota dengan
pembayaran secara angsuran sebanyak yang disepakati waktu dan jumlah
angsurannya. Karena anggota tidak membutuhkan emas, maka emas tersebut
dijual kembali ke toko emas yang bekerjasama dengan BMT dengan harga
penjualan yang lebih rendah dari harga pada saat pembelian emas di BMT. Uang
hasil penjualan emas diterima oleh anggota maka digunakan untuk memenuhi
kebutuhannya.

Dari implementasi tersebut, pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah sesuai dengan fatwa
DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Meskipun dalam
prosedurnya pembiayaan murabahah tidak diberikan pembiayaan langsung sesuai
keinginan anggota, tetapi digantikan dalam bentuk jual beli emas antara BMT
dengan anggota. Sehingga anggota merupakan pihak yang dirugikan karena tidak
dapat langsung memanfaatkan emas yang dibeli dari BMT tetapi harus menjual
kembali dengan harga jual lebih rendah.

Dari kesimpulan di atas, maka BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik supaya mengkaji kembali
terhadap implementasi pembiayaan murabahah dengan tidak membatasi
obyeknya. Sehingga dalam transaksinya tidak ada pihak yang dirugikan serta
dapat mengimplementasikan pembiayaan murabahah dengan sebenarnya.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis

(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin.

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai

berikut:

A. Konsonan

No Arab Indonesia Arab Indonesia

1 | ’ L t

2 o B 5> z

3 o T ¢ ¢

4 & Th ¢ Gh

5 c J o F

6 c h S Q

7 & Kh 4 K

8 > D J L

9 5 Dh . M

10 J R 5 N

11 ; Z \ w

12 P S R H

13 P Sh . :

14 o? $ ¢ Y

15 = d

B. Vokal
1. Vokal Tunggal (monoftong)
Tanda dan Huruf Arab Nama Indonesia

Xiv




—re fathah A

S Kasrah I

_ damah U

Catatan: Khusus untuk hAamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika
hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat

sukun. Contoh: igtida’ ( sL=3)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Nama Indonesia Ket.
Huruf Arab
= fathah dan ya’ Ay adany
jis fathah dan wawu Aw adanw

Contoh: bayna  (ox)

mawdu’ (gs=s)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Nama Indonesia Ket.

Huruf Arab
& fathah dan alif a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ 7 i dan garis di atas
4 dammah dan wawu u u dan garis di atas

Contoh: al-jama’ah (4eleall)
takhyir  (ua3)

yaduru (osv)

C. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
1. Jika hidup (menjadi mudaf) transliterasinya adalah ¢.

2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah A.

XV



Contoh: shari’at al-Islam (P dmy 4 )

shari’ah al-l/slamiyah (AaadY) dny 5l )

D. Penulisan Huruf Kapital
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau
kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan
penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama

diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

XVi



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia secara garis besar terbagi
menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga
keuangan bank yaitu bank syariah. Lembaga keuangan non bank diantaranya
pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bank pengkreditan
rakyat syariah, perusahaan asuransi syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah non bank
yang terdiri dari dua istilah yaitu baiful mal dan baitul tamwil. Baitul mal
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit,
seperti; infaq, zakat, dan sedekah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha
pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan

ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

Tujuan dari didirikannya BMT untuk memberikan fasilitas kepada
masyarakat bawah yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan bank Islam.
Prinsip pengoprasiannya berlandaskan pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan
titipan (wadiah). BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil

yang belum dapat dijangkau oleh layanan perbankan juga hubungan pelaku usaha



kecil yang mengalami hambatan “psikologis” jika berhubungan dengan pihak
bank.'

Pada dasarnya segala bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau
boleh kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi setiap akad muamalah
yang dipraktikan oleh manusia dalam hal memenuhi kebutuhannya adalah boleh
selama tidak terdapat dalil yang melarang atau mengharamkannya. Hal tersebut
berdasarkan pada kaidah figh :

a2 Je s i 0N dsgyl s wddi o 1Y)

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil
yang menunjukkan keharamannya.””

Kaidah tersebut menjadikan suatu dasar atau prinsip untuk setiap bentuk
transaksi perdagangan juga ekonomi yang dilakukan oleh manusia kecuali ada
dalil yang mengharamkannya. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan bantuan orang lain.
Sehingga telah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia butuh kerja sama dan
saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an Surat

al-Maidah ayat (2) yang berbunyi :

° 8 -~

a0 \,E51 ol A1 e 15l Y5 skl ) L 15l

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
tagwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan
pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah Swt, sesungguhnya
Allah Swt amat berat siksa-Nya.”

AR T

' Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta : Prenadamedia Group,
2015), 363.

ZA. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta : Kencana, 2017), 10.

’ Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang : CV Toha
Putra, 1989), 157.



Sesuai dengan ayat al-Qur’an di atas maka fungsi yang dimiliki BMT
adalah sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang juga memberikan bantuan
dalam hal pembiayaan untuk usaha kecil, mikro, menengah serta koperasi, yang
mana terdapat suatu kelebihan yaitu tidak memberatkan UMKM dengan
mentiadakan suatu jaminan. Dan memiliki fungsi untuk mengembangkan

kesempatan kerja di masyarakat.

Peranan yang dimiliki oleh BMT adalah menjadikan masyarakat agar
terhindar dari praktik ekonomi yang sifatnya non Islam serta aktif dalam
pelaksanaan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat tentang pentingnya sistem
ekonomi Islam. Selain itu BMT juga berperan untuk melepaskan ketergantungan
masyarakat pada rentenir. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya
rentenir maka keinginan masyarakat menjadi cepat dan mudah terpenuhi.
Sehingga BMT harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
lebih baik.*

Dalam operasionalnya, berbagai macam jenis kegiatan usaha dapat
dijalankan oleh BMT, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-
keuangan. Adapun jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan salah
satunya adalah kegiatan pembiayaan atau kredit usaha kecil bawah (mikro) dan
kecil dalam bentuk pembiayaan murabahah.’ Murabahah merupakan suatu jenis

jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi dari

* Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Zembaga Keuangan Islam (Jakarta : Prenadamedia Group,
2015), 364.

> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),
463.



muamalah tijariyah (intersaksi bisnis). Hal tersebut berdasarkan pada al-Qur’an

Surat An-Nisa ayat (29) yang berbunyi :

wvj@f\fup@& 556 B/Tfyui;d\f et rﬁj\yxblfuy el 30 G

Coae by S e
Ll 355 0Kl O 38«

7
s0%
]

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlakudengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang.”°

Secara sederhana yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah adalah
pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah
keuntungan (margin) yang disepakati.” Secara teknis di BMT, murabahah
merupakan akad jual beli antara pihak pertama yaitu BMT selaku penyedia
barang dengan pihak kedua yaitu nasabah yang memesan dalam rangka untuk
pembelian barang tersebut. Keuntungan yang didapat oleh pihak BMT adalah
keuntungan yang telah disepakati bersama.

BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan syariah non
bank yang berkantor pusat di Jalan Raya Pasar Kliwon 01/01 Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang ikut serta dalam
menyiarkan ajaran Islam juga mempunyai rasa peduli terhadap kesejahterahan
ekonomi di masyarakat. BMT Mandiri Sejahtera selain menyediakan produk-
produk penghimpunan dana (funding) seperti simpanan masyarakat sejahtera,

simpanan haji dan umroh, simpanan qurban dan simpanan berjangka juga

6 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang : CV Toha
Putra, 1989), 122.

7 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah
(Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 88.



menyediakan produk-produk penyaluran dana (/ending) seperti pembiayaan
murabahah, pembiayaan gard dan pembiayaan gardul hasan.

Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah Dukun Gresik mata
pencahariannya adalah sebagai petani dan pedagang serta nelayan. Dalam
memenuhi kebutuhan dan untuk menutupi kekurangan dalam modal usahanya,
mereka memanfaatkan produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan
syariah seperti di BMT Mandiri Sejahtera. Produk pembiayaan murabahah di
BMT Mandiri Sejahtera merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh
anggota. Karena prosedur pembiayaannya mudah untuk dipahami dan dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.

BMT Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan kepada anggota dengan
akad murabahah yang obyeknya sudah ditentukan oleh BMT yaitu emas. Di
mana ketika anggota membutuhkan pembiayaan untuk pembelian barang yang
dibutuhkan, BMT akan membelikan emas sesuai dengan besaran pembiayaan
yang akan diberikan kepada anggota. Kemudian oleh anggota, emas yang
diberikan BMT akan dikonversi menjadi uang dengan cara anggota menjualnya
ke toko emas yang telah ditunjuk oleh BMT. Setelah mendapatkan uang dari
penjualan emas, anggota dapat membeli barang yang dibutuhkannya. Anggota
yang membutuhkan pembiayaan murabahah, nominal pembiayaan yang
dibutuhkan untuk pembelian barang disamakan dengan emas yang telah
ditentukan pada saat akad bukan berdasarkan pada harga emas yang berlaku di
pasaran. Sehingga anggota akan mendapatkan kerugian ketika menjual emas

tersebut.



Berdasarkan Fatwa Dewan syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana dengan kedatangan
nasabah ke bank syariah dengan tujuan untuk pengajuan permohonan
pembiayaan murabahah serta janji kepada bank atas pembelian barang. Setelah
mengetahui kemampuan nasabah atas kelayakan yang dimiliki untuk mendapat
fasilitas pembiayaan, maka permohonan tersebut disetujui oleh bank. Bank
membelikan barang yang diperlukan oleh nasabah. Bank menjual barang tersebut
kepada nasabah dengan sejumlah harga yang disepakati bersama yang terdiri atas
harga beli ditambah dengan keuntungan (margin) dengan jangka waktu yang
telah disepakati bersama.® Apabila penjual tidak bisa membelikan barang sesuai
dengan yang dibutuhkan oleh pembeli maka penjual bisa mewakilkan kepada
pembeli dengan menggunkan akad wakalah untuk membeli barang dari pihak
ketiga. Dengan ketentuan bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Akad murabahah yang obyeknya telah ditentukan oleh BMT yaitu dengan
menggunakan emas sebagai obyek perantara untuk memenuhi kebutuhan nasabah
merupakan implementasi yang masih menjadikan sebuah kontroversi dalam
praktek penyaluran dananya kepada masyarakat. Karena kebutuhan dan
permintaan masyarakat yang semakin banyak, sehingga hal tersebut sulit untuk
dihindari. Masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah tentunya lebih
memilih menggunakan jasa BMT untuk memenuhi kebutuhan modal usaha atau

kebutuhan yang lainnya.

¥ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah
(Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 88.



Berdasarkan realita tersebut maka muncul ketertarikan penulis untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap

Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa

Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik™.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa

masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah :

1.

2.

Produk-produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota.
Pembiayaan murabahah dalam memenuhi kebutuhan dan menutupi
kekurangan modal usaha.

Kurangnya kebebasan anggota dalam memilih obyek pembiayaan
murabahah.

Obyek murabahah telah ditentukan oleh BMT yaitu berupa emas.

Alasan BMT menentukan emas sebagai obyek dalam produk pembiayaan
murabahah.

Prosedur akad murabahah dalam produk pembiayaan di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
Implementasi produk pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera
Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Anggota menjual emas kepada pihak ketiga (toko emas) dengan harga lebih

rendah dari harga pada saat anggota membeli emas di BMT.



9. Prespektif hukum Islam terhadap produk pembiayaan murabahah di BMT
Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten

Gresik.

Agar menghasilkan penelitian yang tuntas, maka penulis membatasi
masalahnya sebagai berikut :
1. Implementasi produk pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum islam terhadap implementasi produk pembiayaan dengan akad
murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan

Dukun Kabupaten Gresik.

Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan dari identifikasi masalah di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi produk pembiayaan
murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan

Dukun Kabupaten Gresik?

Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah

pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas



bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian
yang telah ada.” Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah dikaji oleh peneliti
sebelum skripsi ini dibuat, di antaranya :

Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad
Murabahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)” yang ditulis
oleh Priatiningsih . Dalam penelitiannya, bahwa pembiayaan murabahah di BMT
NU Sejahtera Cabang Kendal tidak menyediakan barang sebagai obyek
murabahah melainkan menyediakan uang dan tidak menggunakan akad wakalah,
tetapi ada tambahan surat keterangan yang dianggap pengganti dari akad
wakalah. BMT memberikan pembiayaan murabahah bukan hanya untuk jual beli
barang, akan tetapi BMT memberikan pembiayaan muarabahah untuk kebutuhan
konsumtif kepada nasabah. Dalam prakteknya pada kasus pembelian jenis barang
juga tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sehingga apabila ditinjau
dari hukum Islam, praktek murabahah tersebut belum sesuai dengan prinsip

murabahah DSN No. 04/DSN-MUI/V1/2000."°

Kedua, skripsi berjudul “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya dalam
Tinjauan Hukum Islam” yang ditulis oleh Ajeng Hayyu Nur Fadhilah. Dalam
penelitiannya bahwa implementasi pembiayaan murabahah di KIKS BMT dalam
menetapkan keuntungan, penentuan laba sepenuhnya dilakukan oleh lembaga dan

besaran laba ditentukan sesuai dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktu

? Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017), 8.

' Priatiningsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Murabahah (Studi Kasus di
BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)”, (Skripsi- UIN Walisongo, 2017).
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pembiayaan. Untuk pembelian barang, KJKS mewakilkan kepada nasabah
dengan penandatanganan akad murabahah tanpa diikuti penendatanganan akad
wakalah. Dan akad wakalah hanya diucapkan secara lisan bersamaan dengan
akad murabahah. Sehingga implemetasi akad murabahah di KJKS BMT Amanah
Ummah telah memenuhi rukun dan syarat murabahah. Akan tetapi dalam
penentuan keuntungan secara sepihak tidak diperbolehkan karena dalam
pelaksanaan akad harus ada sikap keterbukaan dan keadilan agar tercipta asas

kerelaan diantara pihak yang berakad."'

Ketiga, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad
Murabahah pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif (Studi Kasus di
BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang)” yang ditulis
oleh Munadlifah. Dalam penelitiannya bahwa praktek pembiayaan murabahah di
BMT Taruna Sejahtera, nasabah boleh menggunakan dana yang diberikan oleh
BMT sesuai dengan kebutuhan tanpa ada proses akad wakalah (perwakilan)
secara tertulis hanya dengan sikap saling percaya antara pihak BMT dan nasabah.
Dan tidak disertai dengan penyerahan bukti berupa kuitansi. Sehingga praktek
tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan

syarat akad murabahah."

""" Ajeng Hayyu Nur Fadhilah, Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa
Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Skripsi-UIN
Sunan Ampel, 2016).

"2 Munadlifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Murabahah pada Pembiayaan
Manfaat Guna Usaha Produktif (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama
Mijen Semarang)”, (Skripsi-UIN Walisongo, 2016).
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Dari berbagai kajian pustaka di atas, bahwa skripsi yang akan diteliti
berbeda dari skripsi yang disebutkan di atas. Dalam penelitian ini fokus terhadap
implementasi pembiayaan murabahah yang mana obyek akadnya sudah
ditentukan oleh BMT yaitu menggunakan emas sebagai perantara pembiayaan di
BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten

Gresik.

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi
produk pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam analisis hukum
Islam terhadap implementasi produk pembiayaan murabahah di BMT Mandiri

Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian yang dilakukan dapat
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap semoga dapat menambah
serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan murabahah

juga menjadi pembanding dan bahan landasan untuk memahami ilmu
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pengetahuan pada penelitian yang akan datang dengan minat subyek
penelitian yang sama yaitu murabahah.

2. Secara Praktis
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk bahan
masukan bagi pengelola BMT Mandiri Sejahtera dalam menjalankan sistem

khususnya pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah.

G. Definisi Oprasional
Definisi oprasional yaitu untuk memuat penjelasan tentang pengertian
yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penenlitian sehingga bisa
dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut
melalui penelitian."> Untuk menghindari kesalapahaman dalam memahami arti
dan judul penelitian maka penulis memberikan istilah-istilah di bawah ini :
Hukum Islam : Seperangkat  peraturan yang bersumber atau
berdasarkan pada al-Qur’an, al-Hadits dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang murabahah dan figh muamalah yang
berkenaan dengan jual beli murabahah.
Implementasi : Penerapan atau pelaksanaan. Maksud implementasi
dalam penelitian ini adalah penerapan pembiayaan

murabahah di BMT Mandiri Sejahtera.

" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017), 9.
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Pembiayaan Murabahah : Jual beli barang yang dilakukan oleh nasabah dan
BMT ditambah keuntungan yang disepakati di awal
dengan menggunakan obyek emas sebagai
perantarnya agar anggota mendapatkan sejumlah
uang untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya
dengan cara menjual emas dengan harga jual lebih

murah dari harga beli.

H. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fie/d research) dengan
memaparkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas tentang situasi yang terjadi
dengan obyek yang diteliti, yaitu tentang Analisis Hukum Islam Terhadap
Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
1. Data yang Akan Dikumpulkan
a. Data mengenai prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh
BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik.
b. Data mengenai implementasi pembiayaan murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
c. Data mengenai sejarah, visi, misi, struktur organisasi, perkembangan BMT
dan produk-produk BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.



14

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian lapangan (field research) ini diperoleh dari

beberapa sumber diantaranya :

a.

Sumber Primer

Sumber primer adalah tempat untuk memperoleh data. Data secara
langsung diperoleh dari obyek yang diteliti. Seperti melakukan wawancara
secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian'
yaitu dengan kepala bagian marketing, admin dan anggota pembiayaan
murabahah di BMT Mandiri Sejahtera serta dokumen yang berkaitan
dengan akad pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera.

Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah tempat untuk memperoleh data dan bukan
merupakan sumber pertama. Data diperoleh dari bahan kepustakaan yang
berkaitan dengan implementasi pembiayaan murabahah. Data sekunder

menjadi data yang mendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap

. . 1
dari data primer."

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua pihak yaitu pewawancara

yang mana pihak yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara yaitu

'* Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 62.
"> Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2011), 33.
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pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.'® Teknik
pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab
langsung dengan pihak BMT Mandiri Sejahtera tentang implementasi
pembiayaan murabahah. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak
BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik yaitu kepala bagian marketing, admin dan anggota
pembiayaan murabahah.
b. Dokumenter
Dokumenter merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen. '’

Hal tersebut berkaitan dengan dokumen yang
terkumpul yaitu akad pembiayaan murabahah, syarat dan ketentuan
pembiayaan murabahah, serta data nasabah yang mendapatkan pembiayaan
murabahah dari BMT.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, baik data dari hasil pustaka maupun
dari hasil lapangan. Maka setelah itu akan dilakukan analisis data secara
kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif,
yaitu data yang didapat dengan tujuan agar menarik sebuah kesimpulan yang

berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan pada fakta-fakta

yang bersifat umum, dengan disertai uraian-uraian yang jelas melalui proses

'® Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009),
186.

"7 Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi
Aksara, 1996), 73.
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penalaran.'® Dalam hal ini yaitu melakukan penelitian di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
sehingga ditemukan pemahaman terhadap implementasi produk pembiayaan
murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik dan dilanjutkan dengan membuat sebuah

kesimpulan berdasarkan hukum Islam.

Sistematika Pembahasan

Pada Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi
operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori murabahah yang memuat
tentang pengertian akad murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan
syarat murabahah, jenis-jenis murabahah, skema pembiayaan murabahah, ciri-ciri
murabahah, manfaat dan tujuan pembiayaan akad murabahah, murabahah
menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan cidera
janji dalam murabahah.

Bab ketiga memebahas tentang implementasi pembiayaan murabahah di
BMT Mandiri Sejahtera Desa Krangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik. Bab ini memaparkan hasil penelitian di lapangan yang berisi tentang
gambaran umum BMT Mandiri Sejahtera Desa Krangcangkring Kecamatan

Dukun Kabupaten Gresik, prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BMT,

'8 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 196.
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implementasi pembiayaan murabahah dan upaya hukum terhadap anggota
pembiayaan murabahah yang wanprestasi.

Bab keempat analisis data penulis yang akan membagi menjadi 4 (empat)
sub bab yaitu memaparkan tentang analisis hukum Islam terhadap produk
pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, analisis hukum Islam
terhadap prosedur dan implementasi pembiayaan murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, analisis
hukum Islam terhadap akad murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan analisis hukum Islam
terhadap upaya hukum untuk anggota pembiayaan murabahah yang wanprestasi.

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup yang memuat tentang
kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran dan daftar

pustaka.



BABII

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah atau disebut juga bai’ bitsaman ajil. Kata murabahah berasal
dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling
menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah
keuntungan yang disepakati.' Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang dengan
harga asal ditambah keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus
memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.”

Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis bai” atau jual beli.
Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh
perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Murabahah merupakan produk
pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk
transaksi jual beli. Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu
pembeli dan satu penjual saja.’

Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling
menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang
membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga
pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan

atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau

" Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2012), 136.

% Darsono, dkk., Perbankan S, yvariah di Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 221.

* Suran Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta
: Prenada Media Group, 2015), 190-191.
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angsur. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian
dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap
suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.”

Menurut Zakariya al-Ansari, ketika membahas tentang jual beli
murabahah menjelaskan bahwa lafaz murabahah adalah wazan mufa’alah dari
lafaz al-rib yang berarti suatu tambahan terhadap modal. (Barang siapa yang
membeli suatu barang kemudian ia berkata kepada seseorang yang telah
mengetahui modal atau harga beli barang tersebut dan mengetahui harga awal
atau harga beli merupakan syarat dalam jual beli murabahah) dengan perkataan
“aku menjual barang tersebut kepadamu dengan adanya laba”, maka inilah yang
disebut dengan murabahah.’

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam
penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d bahwa yang dimaksud dengan akad
murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih
sebagai keuntungan yang disepakati.®

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 20 ayat 6
mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang
dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi

jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2012), 136.
> Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 66.
¢ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
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terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.’

Menurut ulama Hanafiyah, murabahah merupakan pemindahan hak milik
yang sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah dengan
keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah,
murabahah merupakan penjualan barang yang sesuai dengan jumlah modal yang
telah dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapat keuntungan satu dirham untuk
setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan ketentuan modal yang
dikeluarkan oleh penjual diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan
pembeli).®

Ibnu Rusyd, dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid mengemukakan bahwa murabahah adalah penjual menyebutkan harga
barang yang dibeli kepada pembeli, yang kemudian disyaratkan kepadanya
keuntungan dari barang tersebut, baik dalam bentuk dirham maupun dinar.
Selanjutnya dijelaskan oleh Ibnu Rusyd bahwa bentuk jual beli barang dengan
tambahan harga atas harga pembelian, berlandaskan sifat kejujuran.’

Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa murabahah merupakan jual beli
barang dengan mengambil suatu keuntungan yang mana kedua belah pihak yaitu

penjual dan pembeli saling mengetahui harga awal dari barang tersebut.'’

7 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(Jakarta : Kencana, 2009), 15.

 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 357.

? Ibnu Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtashid, Cet 1 (Beirut : Dar al-Fikr, 1997),
101.

' Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 68.
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Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa murabahah merupakan suatu jasa
atau produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan
serta memesan suatu barang tertentu oleh lembaga pembiayaan dengan
berdasarkan pada prinsip syariah.

Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah memberikan fasilitas
pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus
dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Lembaga
pembiayaan syariah menjual barang tersebut kepada nasabah setelah barang
tersebut beralih kepemilikan dari pemasok kepada lembaga pembiayaan syariah
secara yuridis. Dari harga beli barang tersebut maka lembaga pembiayaan syariah
dapat menambahkan keuntungan tertentu. Dan sebelum lembaga pembiayaan
syariah dan nasabah melakukan akad atau perjanjian, maka besaran atau jumlah

keuntungan harus disepakati di awal."’

Landasan Hukum Murabahah

Dalam al-Qur’an dan al-Hadis Nabi tidak ada rujukan secara langsung
yang membahas tentang murabahah, akan tetapi yang dibicarakan adalah jual
beli dan perdagangan. Dalil diperbolehkannya jual beli murabahah dapat
dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. Jual beli murabahah
merupakan salah satu transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama,

dari kalangan para sahabat, tabi’in dan para Imam madzab, juga membolehkan

"' Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya
(Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 193-194.



22

jual beli jenis ini.'"*. Landasan syariah yang membolehkan jual beli murabahah,
yaitu :

1. Al-Qur’an

W 55 el W sl

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-
Bagqarah : 275)"?

Berdasarkan ayat di atas maka jual beli murabahah diperbolehkan karena
berlakunya ayat secara umum. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Swt
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak berfirman,
Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli
khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli murabahah. Akan tetapi berfirman
secara umum. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut
riba. Hal tersebut munjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak

dari pada jual beli yang diharamkan.'

) ;,

ijgﬁups,f % 5555 5 Yy ey 2 1Tt 3ls S}\;M\;Jﬁ@‘g
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“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang.” (QS
An-Nisa’ : 29)"°

'2 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 358.

" Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang : CV Toha
Putra, 1989), 69.

'* Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 69.

" Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang : CV Toha
Putra, 1989), 122.
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Berdasarkan ayat di atas Ibnu Katsir r.a berkata bahwa Allah Swt
melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka
atas sebagian yang lain dengan cara yang batil seperti riba dan judi serta cara-
cara lainnya dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan, di
mana melakukan usaha dengan cara tersebut merupakan usaha yang tidak diakui
oleh syariat. Sekalipun pada lahiriyah seperti memakai cara-cara yang sesuai
syara’ tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelaku hanyalah

semata-mata menjalankan riba tetapi dengan cara tipuan.'®

2.  Al-Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

17 /”:}.&}o/‘u‘

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al walid Ad Dimasyqi
berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari
Dawud bin Shalih Al Madani dari Bapaknya berkata : aku mendengar Abu
Sa’id ia berkata, Rasulullah Saw bersabda” : “Sesungguhnya jual beli itu
harus dilakukan dengan suka sama suka (rela sama rela)”.

K 5 el G Bl SR b s Bk D ke g edy s
W e i dps 36 1 06wl e il o CJL;a BE S o () X))
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“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata,
telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah
menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin

16 M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 (Bogor : Pustaka Imam Syafi’i, tt), 279.
" Tonu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid I, Hadis no. 2185, 687.
' Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 1, Hadis no. 2289, 720.
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Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah Saw
bersabda” : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan ; jual beli
secara tangguh, mugradah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.

3. Ijma’

Ulama bersepakat bahwa transaksi dengan cara jual beli diperbolehkan
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa
mendapat bantuan dari orang lain. Namun, barang yang dimiliki oleh orang lain

yang dibutuhkannya harus digantikan dengan barang lain yang sesuai.'’

4. Fatwa Dewan Syariah nasional MUI
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

akad Murabahah yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2000.

Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya,
antara lain :
1. Pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli
2. Barang yang dijual atau objek akad
3. Ijab Qabul (sigbat)zo

Adapun yang disyaratkan dalam transaksi murabahah menurut Wahbah
Az-Zuhaili adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui harga awal (harga pembelian).

¥ Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Kairo : Maktabah Dar al-Turas, tt, Juz III), 147.
0 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 82.
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Mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli, sehingga pembeli
kedua hendaknya mengetahui harga awal supaya transaksi murabahah
tersebut menjadi sah. Apabila harga awal tidak diketahui maka transaksi
tersebut menjadi tidak sah sampai harga awal diketahui di tempat transaksi.
Transaksi murabahah dinyatakan tidak sah apabila harga awal tidak
diketahui sampai kedua belah pihak berpisah.

2.  Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual.
Mengetahui harga barang merupakan salah satu dari syarat sahnya jual beli.
keuntungan merupakan bagian dari harga barang. Sehingga keuntungan atas
permintaan dari penjual hendaknya jelas.

3. Transaksi yang pertama hendaknya sah.
Murabahah merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga pertama
(modal) ditambah dengan keuntungan. Sehingga apabila transaksi pertama
tidak sah, maka barang yang menjadi obyek jual beli tersebut tidak
diperbolehkan untuk dijual dengan cara murabahah.

4. Jual beli murabahah yang terdapat pada barang-barang ribawi hendaknya
tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.

5. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang
memiliki varian serupa).21
Barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli murabahah adalah komoditas
mitsii atau ada padanannya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas

ukuran, kadar dan jenisnya.”

! Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 358-360.
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D. Jenis-Jenis Murabahah

1. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan merupakan jenis jual beli tanpa melihat adanya
pesanan barang dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sehingga adanya
persediaan barang yang disediakan oleh BMT tidak berkaitan dengan ada atau
tidaknya pembeli atau pemesan.
2. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan merupakan jual beli murabahah yang
dilakukan apabila terdapat pesanan barang dari pemesan atau nasabah yang
mengajukan pembiayaan murabahah. Sehingga bank akan melakukan pembelian
barang setelah mendapat pesanan dari pemesan atau nasabah. Dalam hal ini bank
dapat meminta uang muka kepada nasabah atas barang yang telah dipesan.
Dalam murabahah melalui pesanan ini, penjual boleh meminta pembayaran
hamish ghadiyah, yaitu uvang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal tersebut bertujuan

untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli.”

E. Skema Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering
diaplikasikan dalam bank syariah, dalam hal transaksi jual beli barang investasi
serta barang-barang yang menjadi keperluan individu. Jenis penggunaan

murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi juga konsumsi. Pembiayaan

** Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 72.
» Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2006), 115.
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murabahah kurang cocok untuk dijadikan sebagai pembiayaan modal kerja yang
mana diberikan langsung dalam bentuk uang.**

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak
yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan
nasabah sebagai pembeli barang. Adapun penerapan transaksi murabahah dapat

digambarkan dalam bentuk skema berikut :

2. Akad Jual Beli

BANK > | NASABAH
6. Bayar N
4. Terima
Barang &
Dokumen
3. Beli Barang : SUPPLIER 4. Kirim

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah saling bernegosiasi terhadap rencana transaksi jual
beli yang akan dilakukan. Negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak
meliputi jenis barang yang akan dibeli, harga jual serta kualitas dari barang.

2. Bank syariah bersama dengan nasabah melakukan akad jual beli. Dalam hal ini

bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual

* Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 140-141.
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beli juga terjadi penetapan terhadap barang yang akan menjadi obyek jual beli
yang mana akan dipilih oleh nasabah dengan harga yang telah disepakati.

3. Bank syariah membeli barang kepada pihak ketiga yaitu penjual/supplier
dengan berdasar pada akad yang dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah.
Hal tersebut dilakukan berdasarkan keinginan nasabah dan telah tertuang
dalam akad.

4. Atas perintah dari bank syariah maka supplier/penjual mengirim barang
tersebut kepada nasabah.

5. Nasabah menerima barang dari supplier serta menerima dokumen kepemilikan
atas barang tersebut.

6. Kemudian nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah dengan cara
angsuran setelah menerima barang dan dokumen tersebut.”

Bank atau Lembaga Keuangan Syariah (BMT) bertindak sebagai penjual
sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari
supplier ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus bersepakat
mengenai harga jual serta jangka waktu pembayarannya. Apabila telah disepakati
oleh kedua belah pihak dan harga jual juga telah tercantum pada akad jual beli,
maka hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan selama berlakunya akad.*®

Dalam penjelasan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah, apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang,

maka barang tersebut harus dibeli terlebih dahulu oleh bank secara sah dari

* Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 139-140.
* Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi (Jakarta :
Ekonisia, 2004), 63.
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pedagang. Apabila bank hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah
dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang secara
prinsip menjadi milik bank.?’

Dalam hal ini terdapat pengembangan dari aplikasi pembiayaan
murabahah yang terdapat dalam perbankan syariah yaitu dalam hal pengadaan
barang. Di mana bank syariah menggunakan media akad wakalah untuk
memberikan kuasa kepada nasabah dalam pembelian barang yang dibutuhkan
atas nama bank kepada supplier. Skema akad murabahah dengan wakalah untuk

pembiayaan adalah sebagai berikut :

1 Akad Jual Beli <

2 Wakalah

NASABAH
BANK 5 Terima Dokumen

N

4 Kirim 3 Beli Barang

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Ciri-Ciri Murabahah
Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kotrak murabahah adalah sebagai

berikut :

*" Darsono, dkk., Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 222.
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1. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pembeli mengenai biaya-biaya
terkait harga asal barang juga penetapan batas keuntungan (margin) yang
ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biaya-biayanya.

2. Barang atau komoditi yang pembayarannya dengan menggunakan uang.

3. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual serta
penjual juga harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

4. Pembayarannya dilakukan dengan cara tangguh. Murabahah digunakan
dalam setiap pembiayaan yang mana terdapat barang yang dapat

diidentifikasi untuk dijual.”®

Manfaat dan Tujuan Pembiayaan Akad Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (¢ijarah), transaksi bai’ al-murabahah memiliki
beberapa manfaat. Bai’ al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank
syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga
beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’ al-
murabahah juga sangat sederhana.”

Maulana Taqi Usmani menegaskan bahwa murabahah tidak dapat
digunakan sebagai moda pembiayaan (mode of financing) selain untuk tujuan

nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya.

*® Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis (Jakarta : Paramadina, 2004), 119.

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Pers,
2001), 106.
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Apabila untuk tujuan lain selain membeli barang/komoditas, murabahah tidak

boleh digunakan.*

Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Fatwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjawab
kebutuhan pertumbuhan perbankan syariah. Keberadaan fatwa untuk
mendinamiskan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, termasuk
permasalahan perbankan modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang
melingkupinya. Sebagai sebuah produk pemikiran hukum Islam, fatwa
dihasilakan dari proses istinbath hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum
yang diajukan baik oleh individu maupun kelompok.

Dalam kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan
waktu, posisi fatwa sebagai pijakan hukum diperlukan. Fatwa dijadikan suatu
pedoman oleh otoritas keuangan dan perbankan syariah dalam kegiatan keuangan
syariah. Fatwa juga dijadikan standar untuk memastikan kesyariahan produk dan
oprasional perbankan syariah.

Produk fiqgih ekonomi ulama klasik tidak seluruhnya dapat diterapkan
dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Gagasan keilmuan ekonomi
klasik muncul dengan konteks sosio-ekonomi masyarakat saat itu sehingga
tidaklah tepat mengutip kembali pendapat mereka tanpa melihat konteks

sosialnya.

* Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya
(Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 205.
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Sementara itu konteks sosial saat ini berbeda dengan masa itu, dan
perkembangan ekonomi di masa sekarang sangat kompleks berbeda dengan yang
terjadi di saat ulama klasik menelurkan gagasan mereka. Selain itu, ayat-ayat al-
Qur’an yang berbicara tentang ekonomi sangat terbatas dan hanya beberapa ayat
yang menunjuk pada model akad tertentu.’'

Dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam
hal penyaluran dana berdasarkan prinsip jual beli, bank syariah atau lembaga
keuangan syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya,
yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli
dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih sebagai laba. Oleh karena
itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa No.04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah
atau lembaga keuangan syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan
pada tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

disepakati kualifikasinya.

3! Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Jakarta : Publishing Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 343-347.



4)

5)

6)

7)

8)

9)

33

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan
pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank
harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,

secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah.

1))

2)

3)

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang
atau asset kepada bank atau lembaga keuangan syariah.

Jika bank atau lembaga keuangan syariah menerima permohonan tersebut, ia
harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

Bank atau lembaga keuangan syariah kemudian menawarkan aset tersebut

kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan
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janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang

muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank

harus dibayar dari uvang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Jika vang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatifdari uang muka,

maka

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

1

2)

Jamianan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah
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Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak
ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia
tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

1)

2)

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkannya menunda
penyelesaian utangnya.

Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan

kesepakatan.

32 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
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Cidera Janji dalam Murabahah

Apabila nasabah terbukti telah melakukan cidera janji, bukan karena
nasabah tidak mempunyai keinginan untuk melunasi atau menunaikan
kewajibannya, akan tetapi karena secara obyektif nasabah dalam keadaan tidak
mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, prinsip syariah
mempunyai ketentuan agar bank memberi kelonggaran kepada nasabah. Menurut
prinsip syariah, bank tidak dilarang bahkan diwajibkan untuk memberi
kelonggaran tersebut. Oleh karena itu, bank wajib melakukan penjadwalan
kembali terhadap waktu-waktu pelunasan kewajiban tersebut.

Apabila nasabah melakukan cidera janji dalam melaksanakan pembayaran
pada saat jatuh temponya tiba, maka besaran jumlah dalam pembayaran tersebut
tidak dapat diubah sekalipun berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank.

Selain itu tidak dapat dibebankan penalty fees terhadap nasabah.™

» Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya
(Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 218.



BAB III

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAHDI BMT
MANDIRI SEJAHTERA DESA KARANGCANGKRING KECAMATAN
DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Profil Singkat BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik
1. Sejarah Berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Pada tanggal 03 April 2005 Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa
Timur didirikan, yang awalnya memiliki nama Koperasi BMT Kube Sejahtera
Unit 023. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga
keuangan syari’ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang
Baitul Mal dan bidang Tamwil. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023
merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan
Program Binaan Direktorat BSFM (Bantuan Sosial Fakir Miskin) Dirjen
Banjamsos (Bantuan dan Jaminan Sosial) Departemen Sosial RI serta
bekerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Dengan
Modal Awal Rp.125.000.000,- (Hibah Departemen Sosial) dan pada tahun
2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada
sepuluh KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 anggota (36
orang dan dua dari perwakilan lembaga madrasah diniyah dan pengurusan
santunan) diawal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan hukum
wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/V1/2006 tanggal 13 Juni

2006. Dan pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur

37
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dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
(P2T/39/09.06/X/2011). Dan pada tanggal 16 Maret 2016 berganti nama
menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mandiri

Sejahtera Jawa Timur (P2T/24/09.06/02/111/2016).

2. Visi dan Misi BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik
Visi :
Menjadi Koperasi Syariah yang sehat, berkembang dan terpercaya yang
mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh
keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.
Misi :
Mengembangkan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana
gerakan pemberdayaan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat di
sekitar KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh

keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.'

" Sumber data diambil dari brosur BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik



39

3. Struktur Kepengurusan, Organisasi dan Deskripsi Tugas BMT Mandiri

Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

a. Struktur Kepengurusan

Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan BMT Mandiri Sejahtera

No. Nama Jabatan Periode
I Pengurus
1. Mahfud, S.Pd Ketua 2018 — 2020
2. Sukirno Sekretaris 2018 — 2020
3. Matokan Bendahara 2018 — 2020
Tabel 3.2 Struktur Pengawas BMT Mandiri Sejahtera
No. Nama Jabatan Periode
I Pengawas
1. H. Sudirman, SH., MH Koordinator 2018 —2020
2. Suepto Anggota 2018 — 2020
Zulfa Ifawati, S.Pd Anggota 2018 —2020
3.
| Pengawas Syariah
Ust. Ah.Qusyaeri Koordinator 2018 — 2020
1.
Burhanuddin, S.Ag
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b. Struktur Organisasi

RAT

PENGAWAS [ PENGURUS ]

1. Administrasi

2. Keuangan | | |

[ MANAGER ]_ - __[ PENGAWAS SYARIAH ]

| | | | | |
[ KABAG ][ KABAG ][ KABAG. ] KASIR [KABAG. ][ KABAG. ]

ADMINISTRASI MARKETING LOGISTIK PUSAT PERSONALIA

KORWIL f----mmmmmm oo - | KACAB I I KACAB I» ————————— KORWIL

[ ADMINISTRASI ][ MARKTING/AO ][ KASIR ] [ ADMINISTRASI ][ MARKTING/AO ][ KASIR ]

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera

Keterangan : ——— Garis Perintah
———————————— Garis Koordinasi
c. Deskripsi Tugas
1) Admin
Tugas-tugas Bagian Administrasi adalah sebagai berikut:
a) Melakukan bon pagi, yang selanjutnya diserahkan ke kasir.
b) Mengecek transaksi yang dilakukan oleh kasir.
¢) Melakukan transaksi JL (jurnal lain-lain).
d) Melakukan pengetikan akad serta surat-surat yang menjadi

kebutuhan.
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Melakukan Pengarsipan.

Melakukan penutupan kas dari kasir ( mengembalikan uang ke
brankas).

Membackup sistem.

Mengirim permohonan persetujuan pembiayaan ke kantor Pusat
(email) bagi kantor cabang.

Membuat laporan kepada kepala cabang, admin pusat dan atau
manager (harian, mingguan, bulanan, tahunan) bagi kantor cabang.
Mengirim ID serta password Team Viewer tiap pagi (setelah
menyalakan komputer) bagi kantor cabang kepada Auditor

Setiap akhir minggu mencetak rek. koran tabungan pusat di kantor
cabang begitu juga sebaliknya.

Mengarsip dan mengeluarkan jaminan (untuk ganti plat/balik
nama/tukar jaminan).

Melakukan kunjungan ke anggota kacab dan AO minimal dua kali
kunjungan disetiap bulan dan minimal lima orang disetiap

kunjungan

Komite Pembiayaan

Komite pembiayaan adalah satu kelompok atau tim yang diberikan

kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak suatu

permohonan pembiayaan dari anggota atau calon anggota. Komite

Pembiayaan terdiri :

a)

Kacab/AO (pemilik anggota/calon anggota)
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b) AO lain yang diminta bantu untuk survei

¢) Kabag administrasi

d) Kabag marketing

e) Wakabag marketing

Marketing

Tugas-tugas Marketing adalah sebagai berikut:

UMUM :

a) Mengenalkan, menawarkan serta menjual produk (simpanan,
pembiayaan, jasa, ziswa) BMT melalui promosi sesuai dengan
target yang direncanakan.

b) Melayani kebutuhan anggota dan atau calon anggota

¢) Mampu melihat dan melaporkan perubahan dalam pasar yang
terkait dalam pemasaran yang sedang dilakukan

d) Membuat program-program pemasaran yang jitu dan efektif untuk
memperoleh anggotayang lebih besar.

KHUSUS:

a) Menghimpun dana dari anggota dan atau calon anggota

b) Menyalurkan dana ke anggota dan atau calon anggota

¢) Mengontrol angsuran pembiayaan

d) Membantu penanganan pembiayaan bermasalah

Kasir

Kasir adalah pemegang kas (uang); orang yg bertugas menerima dan

membayarkan uang. Adapun tugas-tugas Kasir adalah sebagai berikut :
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a) Melakukan Kas bon pagi dari kacab/bag.administrasi

b) Melakukan transaksi tunai seperti setoran, penarikan, angsuran,
pencairan pembiayaan, termasuk juga transaksi kas masuk dan Kas
keluar.

- Kasir wajib menjelaskan kepada anggota mengenai saldo
simpanan anggota baik saat anggota melakukan setoran
maupun penarikan simpanan.

- Kasir wajib menjelaskan kepada anggota saat pembayaran
angsuran mengenai perolehan angsuran dan sisa kewajiban
pembayaran angsuran anggota.

Untuk segala transaksi harus dengan bukti slip, validasi,
ditandatangani yang bersangkutan, dan stempel kasir .
c) Melakukan pengecekan dan perhitungan uang, seperti:

- Mengetahui vang asli atau palsu

- Menghitung uang harus diketahui anggota
d) Melakukan Tutup kas ke kacab/bag.administrasi
Customer Service (CS)
Customer service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk
memberikan pelayanan yang diberikan seseorang kepada anggotanya
dengan baik dan memuaskan. Adapun tugas-tugas Customer Service,

sebagai berikut:
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a) Melayani kebutuhan anggota dan atau calon anggota (mendengar,
menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap permasalahan atau
keluhan anggota anggota dan atau calon anggota)

b) Melayani dan menerima anggota dan atau calon anggota
(pembiayaan, simpanan, jasa dll)

¢) Memonitoring anggota yang masuk ke kantor

d) Menerima kelengkapan data dan keabsahan dokumen/data anggota
dan atau calon anggota yang masuk

e) Melakukan pengisian data anggota anggota dan atau calon
anggota yang masuk.

KABAG. SDM

Tugas-tugas dari bagian SDM adalah sebagai berikut :

a) Melakukan Rekrutmen tenaga kerja

b) Melakukan Seleksi tenaga kerja

c) Melakukan Pengembangan dan evaluasi karyawan

d) Memberikan pelatihan pada karyawan

Audit

Tugas-tugas audit adalah sebagai berikut :

a) Melakukan audit (dikantor pusat dan kantor cabang), hal ini
mencakup :

e Kas
i. Melakukan cek fisik — Uang dengan kas

ii. Mengecek Pembiayaan
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- Persyaratan pembiayaan
- Akad dan jaminan
- Angsuran (slip & transaksi ) — Sampel
- Kolektibilitas
- Ujroh— Dari Realisasi Pembiayaan
- Infaq — Dari Realisasi Pembiayaan
- Penanganan kredit bermasalah— Sampel lapangan
- Penyelesaian masalah pembiayaan yang dobel/ganda
- Berita acara untuk tukar jaminan ataupun untuk ganti plat
Mengecek Simpanan
- Nominatif
- Pembukaan rek.simpanan
- Buku Simpanan
- Contoh tanda tangan
- Slip & transaksi— Sampel
Mengecek Jasa
- Transaksi
- Fee jasa
Mengecek Laporan
Neraca
Kolektibilitas dengan saldo pembiayaan dineraca harus

sama
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- Nominatif simpanan dengan saldo simpanan dineraca harus
sama
- Aktiva dengan pasiva pada neraca harus sama
- Mengecek bdd, inventaris dan simpanan antar kantor
- Laba/ rugi— slip dan bukti pembelian / pengeluaran
- Transaksi angsuran, setoran, penarikan, pengeluaran dan
pemasukan serta transaksi non kas
- Realisasi pembiayaan
e Kotrol Pengarsipan
- Akad
- Slip (angsuran, setoran, penarikan, pengeluaran,
penerimaan, jasa dan transfer)
e Kontrol kerja dan hasil kerja karyawan
e Kebersihan,kerapian & kenyamanan kantor
e Kelengkapan peralatan & iventaris kantor
b) Melakukan Team Viewer
¢) Melaporkan Hasil Team Viewer Ke Manager
d) Melaporkan Hasil Audit Ke Kepala Cabang Dan Manager
Logistik
Tugas-tugas logistik adalah sebagai berikut :
a) Menyuplai semua barang iventaris atau ATK dikantor pusat dan

di kantor cabang.
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b) Setiap pembelian barang harus ada bukti kwintasi pembelian
barang.
¢) Menerima pemesanan dari pihak luar, seperti pembuatan banner,
stempel, dll.
9) Kepala Cabang
Tugas-tugas kepala cabang adalah sebagai berikut :
a) Rapat, kepala cabang wajib mengikuti beberapa rapat ,
diantaranya yaitu:
e Rapat Mingguan
- Di kantor masing-masing
- Di kantor Pusat dengan Manager
Rapat Mingguan ( Kacab ) Minimal 2 kali dalam 1 Bulan (
minggu ke-2 dan Minggu ke-4 )
- Untuk Minggu ke-3 menunggu konfirmasi dari Pusat (Jika
keperluan mendadak )
e Rapat Bulanan dengan seluruh karyawan
e Rapat Isendental ( tidak mengikat ) dengan Manager / Pengurus
dan Pengawas.
b) Laporan
e Neraca
e Laba/Rugi
e Realisasi Pembiayaan

e Buku Besar Ujroh pembiayaan ( 4.121.01 )
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e Data Anggota Simpanan dan Pembiayaan ( dikelompokkan
sesuai jenis Simpanan / pembiayaan )

e Kolektibilitas

e Absensi

e Perolehan AO

o ZIS

e Kas Opname

e Inventaris

e Memberikan Informasi Kepada Tim Audit baik diminta/tidak
diminta

e Persetujuan Pembiayaan

e Data Angsuran Pembiayaan ( Pokok + Margin ) dalam 1 Bulan

Catatan :

Untuk Laporan Rapat Mingguan, antara lain :

- Neraca

- Laba/Rugi

- Realisasi Pembiayaan

- Buku Besar Ujroh Pembiayaan ( 4.121.01 )
- Absensi dalam 1 Minggu

- Perolehan AO

Memanage Karyawan

e Cek Absensi

e Seragam
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e Mendelegasikan pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan
jabatan
e Membina, membimbing dan mengarahkan karyawan di kantor
tersebut termasuk karyawan yang dirolling
d) Mengontrol dan mengamankan kas
e) Melaporkan kepada manager setiap perubahan kode brankas, id
dan pasword user (baik sistem maupun perbankan) yang ada ditiap
kantor masing-masing
f) Mengecek transaksi,laporan neraca dan laba/rugi setiap hari
e Kolektibilitas dengan saldo pembiayaan dineraca harus sama
e Nominatif simpanan dengan saldo simpanan dineraca harus
sama
e Transaksi angsuran, setoran, penarikan, pengeluaran dan
pemasukan serta transaksi non kas
e Aktiva dengan pasiva pada neraca harus sama
e Mengecek bdd, inventaris dan simpanan antar kantor
g) Backup sistem di hardisc (minimal dua copy)
h) Mengarsip dan mengeluarkan jaminan (untuk ganti plat/balik

nama/tukar jaminan)’

> Sumber data diambil dari Standar Oprasional Manajemen BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, 2019.
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4. Perkembangan BMT Mandiri Sejahtera
a. Perkembangan Kantor

Perkembangan kantor BMT Mandiri Sejahtera di tahun pertama
sampai dengan tahun ke tujuh yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun
2010, jumlah kantor BMT Mandiri Sejahtera bertambah menjadi tiga
kantor yang tersebar dibeberapa daerah dengan prosentase kenaikan yang
cukup signifikan yaitu 200%.

Ditahun ke sepuluh yaitu pada tahun 2013, kantor BMT Mandiri
Sejahtera berkembang menjadi 15 (lima belas) kantor. Sampai dengan
tahun 2017 jumlah kantor BMT Mandiri Sejahtera terus mengalami
perkembangan yaitu menjadi 24 kantor BMT yang tersebar di beberapa
daerah.

Berikut adalah hasil dari perkembangan kantor BMT Mandiri

Sejahtera selama 14 (empat belas) tahun terakhir :
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Tabel 3.3 Perkembangan Kantor BMT Mandiri Sejahtera

No Tahun Kantor Kenaikan ( % )
1 2004 1 0
2 2005 1 0
3 2006 1 0
4 2007 1 0
5 2008 1 0
6 2009 1 0
7 2010 3 200
8 2011 5 66,6
9 2012 9 80
10 2013 15 66,6
11 2014 17 13,3
12 2015 19 11,7
13 2016 22 15,7
14 2017 24 Snl

b. Perkembangan Anggota dan Calon Anggota
Anggota dan calon anggota BMT Mandiri Sejahtera mempunyai
prosentase kenaikan yang berbeda-beda disetiap tahunnya. Akan tetapi
dalam 15 (lima belas) tahun terakhir yaitu dari tahun 2004 sampai dengan
tahun 2018, jumlah anggota dan calon anggota BMT Mandiri Sejahtera
mengalami perkembangan.
Berikut adalah hasil dari perkembangan anggota dan calon anggota

BMT Mandiri Sejahtera selama 13 (tiga belas) tahun terakhir :
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Tabel 3.4 Perkembangan Anggota dan calon Anggota BMT Mandiri Sejahtera

No | Tahun Anggota dan Calon Kenaikan ( % )
Anggota

1 2004 146 0

2 2005 268 83.6
3 2006 494 84.3
4 2007 631 27.7
5 2008 T2 22.3
6 2009 1.396 80.8
7 2010 2.664 90.8
8 2011 5.198 95.1
9 2012 6.887 32.5
10 2013 13.248 92.4
11 2014 20.204 52.5
12 2015 26.573 3L.5
13 2016 32.929 239
14 2017 39.599 20.25
15 | Okt’18 47.092 18.92

c. Perkembangan Karyawan dan Calon Karyawan
Karyawan dan calon karyawan BMT Mandiri Sejahtera terdiri dari
karyawan laki-laki dan perempuan yang berasal dari tingkat pendidikan
SMA dan sarjana. Di tahun pertama sampai dengan tahun kelima yaitu dari
tahun 2004 sampai dengan 2008 jumlah karyawan BMT Mandiri Sejahtera
adalah empat orang. Ditahun keenam sampai dengan tahun keempat belas

yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2017 jumlah karyawan di BMT
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Mandiri Sejahtera mengalami perkembangan dengan prosentase kenaikan
yang berbeda-beda.

Berikut adalah hasil dari perkembangan karyawan dan calon karyawan
BMT Mandiri Sejahtera selama 14 (empat belas) tahun terakhir :

Tabel 3.5 Perkembangan Karyawan dan Calon Karyawan BMT Mandiri Sejahtera

No Jenis Tingkat pendidikan & Diklat
Tahun Kelamin Profesi Jumlah Kenoajkan

Lk Pr SMA | Sarjana | SKKNI (%)

1 2004 3 1 4 0 0 4 0

2 2005 3 1 4 0 0 4 0

3 2006 3 | 4 0 0 4 0

4 2007 3 1 4 0 0 4 0

5 2008 3 1 4 0 0 4 0

6 2009 4 2 5 1 1 6 50,0

7 2010 4 10 12 2 1 14 1333

8 2011 11 30 37 4 6 41 192,8

9 2012 16 29 31 14 6 45 9,7

10 2013 22 46 46 22 13 68 51,1

11 2014 25 56 58 23 20 81 19,1

12 2015 28 63 56 35 25 91 12,3

13 2016 25 78 56 45 36 103 13,1

14 2017 25 75 54 44 36 100 (2.91)

d. Perkembangan Aset
Perkembangan aset BMT Mandiri Sejahtera mengalami prosentase
kenaikan yang berbeda-beda dalam setiap tahunnya selama lima belas
tahun terakhir, yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018. Ditahun
pertama yaitu pada tahun 2004 jumlah aset yang dimiliki oleh BMT
Mandiri Sejahtera sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu

rupiah). Ditahun kedua yaitu pada tahun 2005 terdapat prosentase kenaikan
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yang segnifikan terhadap perkembangan aset yaitu 138,1% dengan jumlah
sebesar Rp. 297.675.986,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus
tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Disetiap tahunnya jumlah aset BMT Mandiri Sejahtera selalu
mengalami perkembangan. Sampai pada tahun kelima belas yaitu tahun
2018, jumlah aset BMT Mandiri Sejahtera menjadi Rp. 172.293.833.171,-
(seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan
ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Berikut adalah hasil dari perkembangan aset BMT Mandiri Sejahtera
selama 15 (lima belas) tahun terakhir :

Tabel 3.6 Perkembangan Aset BMT Mandiri Sejahtera

No Tahun Asset (Rp) Kenaikan ( %)
1 2004 125.000.00 0
2 2005 297.675.986 138,1
3 2006 574.613.574 93,0
4 2007 807.625.438 40,5
5 2008 1.881.608.131 132,9
6 2009 3.210.938.566 70,6
7 2010 5.799.291.087 80,6
8 2011 10.461.134.554 80,4
9 2012 22.230.236.796 112,5
10 2013 35.824.159.104 61,2
11 2014 51.435.032.605 43,6
12 2015 77.294.526.791 50,3
13 2016 85.594.550.018 10,7
14 2017 140.993.183.257 64,72
15 Okt’18 172.293.833.171 22,2
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e. Perkembangan Modal

Adapun modal yang dimiliki oleh BMT Mandiri Sejahtera diperoleh
dari simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan khusus, hibah depsos dan
APBD provinsi serta dana cadangan. Dari jumlah keseluruhan, modal yang
paling banyak diperoleh dari simpanan khusus. Selama lima belas tahun
terakhir yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, perkembangan
modal BMT Mandiri Sejahtera mempunyai prosentase kenaikan yang
berbeda-beda.

Ditahun pertama yaitu tahun 2004, modal yang dimiliki oleh BMT
Mandiri Sejahtera sebesar Rp. 128.558.613,- (seratus dua puluh delapan
juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
Sampai dengan tahun kelima belas yaitu 2018, modal yang dimiliki oleh
BMT Mandiri Sejahtera mencapai Rp. 17.466.500.048,- (tujuh belas milyar
empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu empat puluh delapan
rupiahh.

Berikut adalah hasil dari perkembangan modal BMT Mandiri Sejahtera

selama 15 (lima belas) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 3.7 Perkembangan Modal BMT Mandiri Sejahtera

No Tahun Modal Kenaikan ( %)

1 2004 128.558.613 0

2 2005 158.352.852 23,2
3 2006 163.506.645 3,3
4 2007 196.398.298 20,1
5 2008 301.606.411 53,6
6 2009 565.795.538 87,6
7 2010 853.324.313 50,8
8 2011 1.081.940.926 26,8
9 2012 1.579.902.841 46,0
10 2013 2.506.977.452 58,7
11 2014 4.249.138.666 69,5
12 2015 8.756.944.776 106,1
13 2016 10.464.733.844 362,1
14 2017 14.709.786.888 40.56
15 | Okt’18 17.466.500.048 18,74

f. Perkembangan Sisa Hasil Usaha

Perkembangan sisa hasil usaha BMT Mandiri Sejahtera mengalami

prosentase kenaikan yang berbeda-beda selama lima belas tahun terakhir,
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yaitu dari tahun 2004 sampai dengan 2018. Sisa hasil usaha paling banyak

selama lima belas tahun terakhir terdapat pada tahun kedua belas yaitu

tahun 2012 dengan jumlah Rp. 1.883.267.948,- (satu milyar delapan ratus

delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat

puluh delapan rupiah).

Berikut adalah hasil dari perkembangan sisa hasil usaha (SHU) BMT

Mandiri Sejahtera selama 15 (lima belas) tahun terakhir :



Tabel 3.8 Perkembangan Sisa Hasil Usaha BMT Mandiri Sejahtera
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No Tahun SHU (Rp) Kenaikan ( %)

1 2004 3.094.446 0

2 2005 9.872.045 219,0
3 2006 14.354.778 45,4
4 2007 31.703.850 120,8
5 2008 61.728.597 94,7
6 2009 118.985.575 92,8
7 2010 170.478.589 42,3
8 2011 247.002.719 44,9
9 2012 392.560.887 58,9
10 2013 608.515.110 55,0
11 2014 1.025.578.509 68,5
12 2015 1.883.267.948 83,6
13 2016 809.427.820 (57,0)
14 2017 928.936.039 14.76
15 Okt’18 1.006.951.752 8,39

g. Perkembangan Pembiayaan

Jenis pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera terdiri dari pembiayaan
murabahah, rahn, gard dan hiwalah. Selama lima belas tahun terakhir yaitu
dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, BMT Mandiri Sejahtera
mempunyai jumlah pembiayaan dengan prosentase kenaikan yang berbeda-
beda di setiap tahunnya.

Pada tahun 2004 jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada
anggota adalah Rp. 118.918.644,- (seratus delapan belas milyar sembilan
ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). Sampai

dengan tahun kelima belas yaitu tahun 2018, jumlah pembiayaan yang
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diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera kepada anggota adalah Rp.
109.061.382.585,- (seratus sembilan milyar enam puluh satu juta tiga ratus
delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Berikut adalah hasil dari perkembangan pembiayaan BMT Mandiri

Sejahtera selama 15 (lima belas) tahun terakhir :

Tabel 3.9 Perkembangan Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera

Tahun Jenis Pembiayaan Kenaikan
No Pembiayaan ( Rp )

Mbh | Rahn | Qordh | Mba | Hwl (%)
1 2004 57 5 22 0 118.918.644 0
2 2005 103 12 51 0 339.767.557 185,7
3 2006 186 32 83 0 629.199.179 85,2
4 2007 275 48 122 0 1.143.998.509 81,8
5 2008 343 72 150 0 2.334.690.835 104,1
6 2009 455 89 183 0 4.244.892.428 81,8
7 2010 775 130 215 0 6.580.325.402 55,0
8 2011 1.789 | 430 660 0 9.743.671.412 48,1
9 2012 | 2.268 | 495 602 0 18.140.601.900 86,2
10 2013 | 3.578 | 539 1.026 0 25.914.976.400 42,8
11 2014 | 5.819 | 1.348 | 3.152 0 47.456.038.800 83,1
12 2015 | 5.460 | 3.274 | 1.647 0 65.370.351.704 37,7
13 2016 3.028 | 5.395 724 55 28 64.162.508.869 (1,85)
14 2017 2.367 | 8.251 725 9 7 90.603.006.653 41.2
15 | Okt’18 | 1.753 | 9.737 796 62 3 109.061.382.585 20,37

h. Perkembangan Zakat dan Infaq
Perkembangan zakat dan infaq yang terdapat pada BMT Mandiri
Sejahtera, BMT memperoleh pemasukan zakat dari pengelola, pengurus,

kantor, infaq pembiayaan dan angsuran qardhul hasan. Sedangkan untuk
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pemasukan infag BMT Mandiri Sejahtera diperoleh dari infaq pembiayaan,

angsuran PPAP dan lain-lain.

Dalam hal penyaluran dana zakat dan infaq, BMT Mandiri Sejahtera

mempunyai prioritas program diantaranya adalah untuk pendidikan,

pembiayaan qardhul hasan dan santunan yang diberikan kepada fakir

miskin dan yatim piatu.

Berikut adalah hasil dari perkembangan zakat dan infag BMT Mandiri

Sejahtera :

Tabel 3.10 Perkembangan Zakat dan Infaq BMT Mandiri Sejahtera

ZAKAT
Pemasukan Nominal Pengeluaran Nominal
Saldo Tahun 2017 528.949.418 | Santunan Uang 397.466.000
Pengelola 91.171.213 | Pendidikan 57.396.000
Pengurus 9.507.769 | Santunan Beras 16.254.000
Pembiayaan Qordhul
Kantor 380.329.511 | Hasan 108.500.000
Dari Infaq
Pembiayaan 1,5% 75.104.561
Angsuran Qordhul
Hasan 90.211.000
Jumlah Pemasukan 1.175.273.472 | Jumlah Pengeluaran 579.616.000
Saldo Zakat 595.657.472
INFAQ
Pemasukan Nominal Pengeluaran Nominal
Saldo Tahun 2017 274.656.665 | Masuk Santunan 75.104.561
Infaq Pembiayaan 1.148.556.581 | Masuk Wakaf Tunai 75.104.561
Dana Tabaruk
Lain2 13.212.542 | Pembiayaan Bermasalah 735.195.202




Angsuran PPAP

13.667.500

Bantuan acara sosial dll
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355.661.149

Jumlah Pemasukan

1.450.093.288

Jumlah Pemasukan

Zakat+Infaq 2.625.366.760 | Jumlah Pengeluaran 1.241.065.473

Saldo Infaq 209.027.815

Jumlah pemasukan Jumlah Pengeluaran

Zakat+Infaq 2.625.366.760 zakat+Infaq 1.820.681.473

Sisa saldo Zakat+Infaq 804.685.287
i. Perkembangan Wakaf Uang

Wakaf uvang BMT Mandiri sejahtera memperoleh pemasukan dari

pendapatan sisa hasil usaha, wakaf anggota dan calon anggota, serta wakaf

dari infaq pembiayaan. Hasil dari wakaf uang disalurkan untuk santunan

anak yatim piatu dan fakir miskin, untuk pendidikan, keagamaan, sosial

dan kesehatan serta dimasukkan dalam simpanan khusus di BMT. Berikut

adalah perkembangan wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera :




Tabel 3.11 Perkembangan Wakaf Uang BMT Mandiri Sejahtera
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WAKAF UANG
Kode URAIAN Realisasi Oktober2018
1. Pemasukan
A Saldo 2017 762.552.641
B Wakaf dari shu 2015+2016+2017 Infaq pembiayaan | 247.773.533
C Wakaf anggota, calon anggota dll 2018 438.108.956
D Wakaf dari Infaq Pembiayaan 75.104.561

Jumlah Pemasukan

1.523.539.691

2. Pengeluaran

A Santunan, biaya pendidikan anak yatim, piatu & 24.565.000
fakir miskin
B Pendidikan, keagamaan, sosial & fakir miskin 36.511.500
Jumlah Pengeluaran 61.076.500
Saldo 1.462.463.191

j- Kegiatan Sosial

1) Santunan

Kegiatan santunan yang dilaksanakan oleh masing-masing kantor

BMT Mandiri Sejahtera Sejahtera Jawa Timur sejak tahun 2005

sampai sekarang. Pada akhir bulan Juni 2018 yaitu kegiatan

penyaluran dana santunan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin

sebanyak 639 orang, dengan jumlah nominal Rp. 471.116.000,-

(empat ratus juta tujuh puluh satu ribu seratus enam belas ribu rupiah)
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yang diberikan kepada anggota, karyawan, pengurus dan pengawas
serta masyarakat sekitar kantor BMT Mandiri Sejahtera.

THR yang diberikan kepada masyarakat sekitar kantor BMT Mandiri
Sejahtera.

BMT Mandiri Sejahtera juga memiliki anak asuh dengan jumlah 586
(lima ratus delapan puluh enam) anak yang bersekolah di pendidikan
formal mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, san SMA/SMK/MA
(pondok pesantren).

Pemberian dana sosial (kematian) untuk warga sekitar BMT Mandiri
Sejahtera oleh kantor pusat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) dan untuk kantor cabang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah).

Pemberian kotribusi oleh BMT Mandiri Sejahtera kepada Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik minimal
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil tidak dari
sisa hasil usaha.

Dana talangan yang diberikan BMT Mandiri Sejahtera untuk desa-desa
di sekitar wilayah kantor BMT Mandiri Sejahtera sebelum dana ADD

turun.
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Program tendanisasi yang bekerjasama dengan instansi pemerintah, TNI, POLRI
serta lembaga-lembaga yang berada di wilayah kabupaten Gresik, Lamongan, dan

Tuban.’

5. Produk-Produk di BMT Mandiri Sejahtera
a. Produk Simpanan
1) SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

SIMASTER adalah simpanan yang menggunakan akad wadiah yad
dhamanah. Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada BMT
untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai syariah,
apabila anggota meminta dana tersebut maka harus dikembalikan dan
BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak
diperjanjikan di awal.

Syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Foto copy kartu identitas diri (KTP/KK/SIM/AKTA LAHIR)

- Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)

- Ada penarikan zakat 2,5% dari bonus simpanan setiap bulannya

Ada penarikan wakaf 1% dari bonus simpanan setiap bulannya
2) Simpanan Qurban
Simpanan qurban adalah simpanan yang menggunakan akad

wadiah yad dhamanah. Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada

’ Sumber data diambil dari profil BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik, 2019.
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BMT untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai
syariah, apabila anggota meminta dana tersebut maka harus
dikembalikan dan BMT boleh memberikan bonus kepada anggota
dengan syarat tidak diperjanjikan di awal. Setoran awal minimal Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) setoran selanjutnya minimal Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tabungan dapat diambil pada saat
menjelang hari raya qurban.
Syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- Foto copy kartu identitas diri (KTP/KK/SIM/AKTA LAHIR)
- Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah)
- Ada penarikan zakat 2,5% dari bonus simpanan setiap bulannya
- Ada penarikan wakaf 1% dari bonus simpanan setiap bulannya
Simpanan Haji

Simpanan haji adalah simpanan dengan menggunakan akad wadiah
yad dhamanah. Anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada BMT
untuk mengelola dana tersebut secara professional dan sesuai syariah.
Apabila anggota meminta dana tersebut harus dikembalikan dan BMT
boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak
diperjanjikan diawal.
Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :
- Setoran awal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
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- Foto copy kartu identitas diri (KTP/KK/SIM/AKTA LAHIR)

- Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)

Simpanan Umroh

Simpanan umroh (setoran dan keberangkatan diserahkan
sepenuhnya kepada anggota). Syarat dan ketentuan adalah sebagai
berikut :

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk umroh

- Foto copy kartu identitas diri (KTP/KK/SIM/AKTA LAHIR)

- Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)

- Ada penarikan zakat 2,5% dari bonus simpanan setiap bulannya

- Ada penarikan wakaf 1% dari bonus simpanan setiap bulannya

SIMJAKA (Simpanan Berjangka)

SIMJAKA adalah simpanan yang menggunakan akad wadiah
mudharabah atau simpanan yang berbasis bagi hasil dengan nisbah
ditentukan diawal dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai manajemen
BMT. Anggota SIMJAKA terlebih dahulu harus mempunyai simpanan
simaster. Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :

- Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka

waktu minimal 3 (tiga) bulan atau sesuai jangkanya.
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- Foto copy kartu identitas diri (KTP/KK/SIM/AKTA LAHIR)
- Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)
6) SIMPSUS (Simpanan Khusus)
SIMPSUS sama seperti SIMJAKA, anggota terlebih dahulu harus
mempunyai simpanan simaster. Syarat dan ketentuan adalah sebagai

berikut :

Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pengambilan simpanan pokok hanya bisa diambil minimal lima
tahun. Sedangkan untuk bagi hasil bisa diambil tiap tahun.
- Foto copy kartu identitas diri (KTP/KK/SIM/AKTA LAHIR)
- Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)
7) Simpanan Wajib
Simpanan wajib adalah simpanan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh
ribu rupiah) yang cara pembayarannya dilakukan satu kali dalam satu

bulan oleh anggota pendiri.

b. Produk Pembiayaan
1) Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan jual beli
barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan

(margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan
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pembeli). Cara pembayaran dalam jangka waktu yang disepakati
bersama, dapat secara langsung atau di angsur. Murabahah dengan
pembayaran secara angsuran disebut bai’ bitsaman ajil.
Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :
- Jujur
- Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain
- Siap disurvey
- Foto copy KTP suami istri 2 (dua) lembar
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 (satu) lembar
- Foto copy BPKB (barang jaminan)/ Sertifikat 1 (satu) lembar
(jaminan tidak boleh ditukar sebelum lunas)
- Foto copy STNK/pajak terbaru 1 (satu) lembar (apabila barang yang
dijaminkan BPKB)
- Cek fisik kendaraan (apabila barang yang dijaminkan BPKB)
- Foto copy surat nikah 1 (satu) lembar
Pembiayaan Rahn
Pembiayaan rain di BMT Mandiri Sejahtera terdiri dari dua akad
yaitu akad gard dan akad ijarah. Bentuk pencairan berupa uang tunai.
Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :
- Jujur
- Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain
- Siap disurvey

- Foto copy KTP suami istri 2 (dua) lembar
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- Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 (satu) lembar

- Foto copy BPKB (barang jaminan)/ Sertifikat 1 (satu) lembar
(jaminan tidak boleh ditukar sebelum lunas)

- Foto copy STNK/pajak terbaru 1 (satu) lembar (apabila barang yang
dijaminkan BPKB)

- Cek fisik kendaraan (apabila barang yang dijaminkan BPKB)

Foto copy surat nikah 1 (satu) lembar
Pembiayaan Qard
Pembiayaan qgard adalah pinjaman yang diberikan oleh BMT
kepada anggota dalam bentuk uang. Anggota mempunyai kewajiban
untuk membayar atau mengembalikan sesuai dengan jumlah uvang yang
dipinjam berdasarkan kesepakatan. Pembiayaan gard ini diperuntukkan
khusus pedagang pasar dengan jumlah pinjaman maksimal Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).
Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :
- Memiliki lapak di pasar
- Foto copy KTP
- Foto copy KK
- Pemblokiran saldo simpanan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Biaya administrasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Infaq 1.5% dari besaran pembiayaan

Pembiayaan Hiwalah
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Pembiayaan hiwalah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan
cara pengalihan utang dengan artian calon anggota atau anggota
mengajukan pengalihan hutangnya dari bank atau instansi kepada
BMT Mandiri Sejahtera.

Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :

- Jujur

- Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain

- Siap disurvey

- Foto copy KTP suami istri 2 (dua) lembar

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 (satu) lembar

- Foto copy BPKB (barang jaminan)/ Sertifikat 1 (satu) lembar
(jaminan tidak boleh ditukar sebelum lunas)

- Foto copy STNK/pajak terbaru 1 (satu) lembar (apabila barang yang
dijaminkan BPKB)

- Cek fisik kendaraan (apabila barang yang dijaminkan BPKB)

- Foto copy surat nikah 1 (satu) lembar

c. Produk Jasa
1) Pembayaran Finance
BMT Mandiri Sejahtera juga melayani pembayaran finance dari
berbagai perusahaan multi finance di Indonesia antara lain sebagai
berikut :

- ACC
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- ADIRA
- Mandiri Tunas Finance
- BFI Finance
- Mandala Multi Finance
- Smart Finance
- Indomobil BAF
- Cimb Niaga
- Suzuki
- Toyota
- WOM Finance
-  OTO Finance
2) Transfer Uang Antar Bank
BMT Mandiri Sejahtera juga melayani jasa berupa transfer uang
antar bank yang ada di Indonesia, seperti ke BNI, BRI, Mandiri dan
bank yang lainnya.
3) Jasa Perpanjang STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor
BMT Mandiri Sejahtera juga melayani jasa perpanjangan STNK

dan pajak kendaraan bermotor.”

B. Prosedur dan Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah

# Khotim (Administrasi), Wawancara, BMT Mandiri Sejahtera, 08 Maret 2019



71

Dalam hal penyaluran dana, BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menggunakan akad
murabahah untuk mengoptimalkan produk pembiayaan dan merupakan salah
satu cara yang ditempuh untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.
Adapun prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terbagi ke dalam
beberapan tahapan, diantaranya :

a. Pengajuan pembiayaan
1) Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan ke BMT

Mandiri Sejahtera

2) Pengelola menjelaskan produk pembiayaan di BMT Mandiri
Sejahtera kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan
permohonan pembiayaan. Pemohon harus sudah memiliki simpanan
di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Bagi calon anggota yang
belum menjadi anggota simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi
formulir menjadi anggota dan formulir permohonan pembukaan
simpanan. Dan untuk simpanan nilai setoran awal yang disetorkan

anggota dan calon anggota dalam pembiayaan

<3.000.000 — 20.000
~3.000.000 sampai < 5.000.000 —  25.000
- 5.000.000 sampai < 10.000.000 —> 50.000
- 10.000.000 —> 100.000
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3) Anggota atau calon anggota mengisi dan melengkapi form

permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.

Syarat pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Jujur, amahan dan bertanggung jawab

- Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain

- Siap disurvei

- Foto copy KTP suami istri/orang tua (belum menikah) 2 lembar

- Foto Copy Kartu keluarga 1 lembar

- Foto Copy surat nikah 1 lembar

- Foto Jaminan. Jaminan bisa berupa BPKB, Warkat (minimal
sejumlah pembiayaan yang diajukan), Sertifikat, Surat Stand
pasar, dan SPPT. Namun barang yang di jaminkan diutamakan
berupa BPKB. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

e Untuk anggota baru besar pembiayaan maksimal 40 % dari nilai
jaminan. Dan untuk anggota lama yang tergolong anggota
dengan angsuran lancar bisa sampai 90 % dari nilai jaminan

e Untuk BPKB sepeda motor tahun pembuatan 2006 ke atas

e Untuk BPKB mobil tahun pembuatan 1995 ke atas

e Jika Jaminan berupa BPKB melampirkan Foto copy STNK
pajak terbaru

e Jika Jaminan berupa Sertifikat melampirkan foto copy bukti
pembayaran PBB terbaru

- Foto copy barang yang dijaminkan sebanyak]l lembar.
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Cek Fisik kendaraan

Menjadi anggota
Pengelola meminta form permohonan pembiayaan dan melayani,
memeriksa persyaratan kelengkapan (marketing mengembalikan
form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).
Pengelola menjelaskan dan menegaskan jenis pambiayaan yang
dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya dan
mensimulasi angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh

anggota / calon anggota

Survei

1)

2)

3)

4)

Bagian pembiayaan atau kepala cabang atau marketing melakukan
survei ketempat anggota atau calon anggota yang melakukan
pemohonan pembiayaan.

Survei dilakukan paling lambat tiga hari setelah anggota dan calon
anggota pengajuan ke kantor, untuk layak dan tidaknya pengajuan
pembiayaan tersebut, pihak kantor akan menghubungi anggota dan
calon anggota yang bersangkutan.

Permohonan Pembiayaan setelah disurvei kemudian dievaluasi oleh
Komite Pembiayaan yang bisa dibiayai sesuai dengan Range
pembiayaan di kantor masing-masing dan harus dilaporkan kepada
Manager.

Pengajuan yang layak untuk dicairkan akan dibuatkan akad

perjanjian pembiayaan murabahah sesuai dengan form pengajuan
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pembiayaan serta didaftarkan melalui sistem. Dan akad selanjutnya
ditanda tanggani terlebih dahulu oleh kasir.
c. Realisasi Pembiayaan
1) Sebelum pencairan dilakukan anggota dan calon anggota terlebih
dahulu melakukan pembayaran biaya pencairan pembiayaan ke

bagian kasir, adapun besaran biaya pencairan pembiayaan

murabahah adalah:
- Admin : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Infaq : 1,5 % dari besaran pembiayaan

Khusus pembiayaan murabahah dengan jangka waktu pengembalian
musiman 1 atau 2 bulan untuk infagnya 1 % dari besaran
pembiayaan
2) Pencairan pembiayaan dilakukan dengan cara pihak BMT
menyerahkan barang sesuai dengan yang terterah pada akad kepada
anggota dan calon anggota, setelah akad dibacakan dan anggota
atau calon anggota sudah menandatangani akad tersebut (jika
dikantor cabang maka akan ditanda tangani oleh kepala cabang),
maka selanjutnya berkas diserahkan kepada manager untuk ditanda
tangani.
d. Pengarsipan
1) Permohonan, akad dan jaminan dijadikan satu untuk diarsip, dan

disimpan dibrangkas. Yang bertugas dalam pengarsipan adalah
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Admin dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Cabang. Adapun
tahapan-tahapan pemberkasan antara lain adalah :

- Permohonan pembiayaan

- Persyaratan pembiayaan

- Jaminan

- Permohonan persetujuan pembiayaan

- Akad perjanjian

- Jadwal angsuran

- Untuk Anggota lama buku angsuran dilampirkan

- Dokumentasi Penandatanganan Akad Pembiayaan

Dimasukan dalam map jadi satu

Untuk akad dan jaminan boleh keluar apabila,

Pembiayaan lunas

Ganti plat dan atau balik nama (harus ada berita acara)

Tukar jaminan (harus ada berita acara)

Untuk fotocopy akad/jaminan

Legalisir BPKB’

° Sumber data diambil dari Standar Oprasional Prosedur BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, 2019.
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2. Implementasi Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan jual beli barang
yaitu harga asal ditambahan keuntungan (margin) yang disepakati di awal
oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pembiayaan murabahah di
BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik merupakan pembiayaan yang sering diajukan oleh anggota untuk
memenuhi kebutuhannya.

Dalam implementasinya, anggota mengajukan pembiayaan murabahah
kepada BMT dengan memenuhi semua persyaratan dan mengikuti
prosedurnya. Kemudian BMT membelikan emas dalam bentuk batangan atau
perhiasan ke toko emas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh anggota.
Setelah itu BMT memberikan emas tersebut kepada anggota dan menjelaskan
kepada anggota bahwa harga emas tersebut sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan oleh anggota dan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati
dengan pengembalian secara angsuran. Untuk rate marginnya 1% sampai
dengan 25% setiap tahun.

Kemudian pihak BMT menyarankan kepada anggota untuk menjual emas
tersebut ke toko emas yang bekerja sama dengan pihak BMT. Setelah anggota
menjual emas ke toko emas yang telah ditunjuk oleh BMT, maka anggota

akan menjual emas tersebut dan mendapatkan uang. Anggota akan mendapat
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kerugian Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh
lima ribu rupiah) per gramnya.’

Berikut adalah ilustrasi pada pembiayaan murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
Peneliti menyertakan contoh pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh
nasabah :

Pertama, anggota A adalah anggota yang datang ke BMT Mandiri
Sejahtera mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk pembelian
pupuk sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Anggota A mendatangi
BMT dengan mengisi folmulir dan membawa persyaratan untuk pengajuan
pembiayaan. Permohonan pembiayaan tersebut mendapatkan respon yang baik
dari BMT Mandiri Sejahtera. Sesuai prosedur, maka marketing akan
melakukan suevei kebenaran data yang disampaikan oleh anggota A. Setelah
disurvei kemudian dievaluasi dan dihasilnya dilaporkan ke manajer untuk
disetujui. Permohonan pembiayaan yang mendapat persetujuan, maka akan
dibuatkan akad perjanjian pembiayaan murabahah. Kemudian account officer
menghubungi  anggota untuk melakukan proses kesepakatan dan
penandatanganan akad pembiayaan. Pada proses pencairan, BMT akan
menyediakan emas sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh
anggota A dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi : Rp. 10.000,-

b. Infaq : 1,5% dari besaran pembiayaan (Rp. 45.000,-)

% Sunjianto (KABAG Marketing), Wawancara, BMT Mandiri Sejahtera, 08 Maret 2019.
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c. Jumlah pembiayaan  : Rp. 3.000.000,- (6 gram emas)

d. Cara pembayaran : Angsuran

e. Jangka Waktu : 12 bulan

f. Jaminan : BPKB Motor

g. Margin : 2% dari jumlah pinjaman (60.000,-/bulan)
h. Jenis Pembiayaan : Murabahah

i. Cicilan tiap bulan : Rp. 310.000,-

Kemudian emas seberat 6 gram tersebut menjadi milik anggota A dan
anggota A menjual emas tersebut ke toko emas yang bekerjasama dengan
pihak BMT. setelah menjual emas tersebut, maka anggota A mendapat uang
yang akan digunakan untuk membeli pupuk. Dari penjualan emas tersebut
anggota A mendapatkan uang kurang dari Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
Karena setiap gramnya anggota A mendapatkan kerugian Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah). Setelah itu anggota A membayar dengan cara angsuran
ke BMT sesuai dengan kesepakatan di awal.’

Kedua, anggota B adalah anggota yang datang ke BMT Mandiri Sejahtera
mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk tambahan modal kerja
yaitu untuk membayar gaji pekerja sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Anggota B mendatangi BMT dengan mengisi folmulir dan membawa
persyaratan untuk pengajuan pembiayaan. Permohonan pembiayaan tersebut
mendapatkan respon yang baik dari BMT Mandiri Sejahtera. Sesuai prosedur,

maka marketing akan melakukan suevei kebenaran data yang disampaikan

7 Anggota A, Wawancara, BMT Mandiri Sejahtera, 22 Maret 2019.
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oleh anggota B. Setelah disurvei kemudian dievaluasi dan dihasilnya
dilaporkan ke manajer untuk disetujui. Permohonan pembiayaan yang
mendapat persetujuan, maka akan dibuatkan akad perjanjian pembiayaan
murabahah. Kemudian account officer menghubungi anggota untuk
melakukan proses kesepakatan dan penandatanganan akad pembiayaan. Pada
proses pencairan, BMT akan menyediakan emas sesuai dengan jumlah
pembiayaan yang diajukan oleh anggota B dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi : Rp. 10.000,-

b. Infaq : 1,5% dari besaran pembiayaan (Rp. 90.000,-)

c. Jumlah pembiayaan  : Rp. 6.000.000,- (12 gram emas)

d. Cara pembayaran : Angsuran

e. Jangka Waktu : 15 bulan

f. Jaminan : BPKB Motor

g. Margin : 1,5% dari jumlah pinjaman (90.000,-/bulan)
h. Jenis Pembiayaan : Murabahah

i. Cicilan tiap bulan : Rp. 490.000,-

Kemudian emas seberat 10 gram tersebut menjadi milik anggota B dan
anggota B menjual emas tersebut ke toko emas yang bekerjasama dengan
pihak BMT. Setelah menjual emas tersebut maka anggota B mendapat uang
yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja yaitu untuk membayar gaji
pekerjanya. Dari penjualan emas tersebut anggota B mendapatkan uang
kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Karena setiap gramnya

anggota B mendapatkan kerugian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah
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itu anggota B membayar dengan cara angsuran ke BMT sesuai dengan
kesepakatan di awal.®

Ketiga, anggota C adalah anggota yang datang ke BMT Mandiri
Sejahtera mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk biaya
traktor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sama halnya dengan
anggota A dan anggota B yang sebelumnya, anggota C juga harus mengisi
folmulir dan membawa persyaratan untuk pengajuan pembiayaan. Setelah
disurvei, evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari BMT, maka akan
dibuatkan akad perjanjian pembiayaan murabahah. Kemudian account oftficer
menghubungi  anggota untuk melakukan proses kesepakatan dan
penandatanganan akad pembiayaan. Pada proses pencairan, BMT akan
menyediakan emas sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh
anggota C dengan rincian sebagai berikut :
j. Biaya Administrasi : Rp. 10.000,-
k. Infaq : 1,5% dari besaran pembiayaan (Rp. 70.000,-)

l. Jumlah pembiayaan  : Rp. 5.000.000,- (10 gram emas)

m. Cara pembayaran : Angsuran

n. Jangka Waktu : 10 bulan

0. Jaminan : BPKB Motor

p. Margin : 1,5% dari jumlah pinjaman (70.000,-/bulan)
g. Jenis Pembiayaan : Murabahah

r. Cicilan tiap bulan : Rp. 570.000,-

¥ Anggota B, Wawancara, BMT Mandiri Sejahtera, 30 Maret 2019.
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Kemudian emas seberat 10 gram tersebut menjadi milik anggota C dan
anggota C menjual emas tersebut ke toko emas yang bekerjasama dengan
pihak BMT. setelah menjual emas tersebut maka anggota C mendapat uang
yang akan digunakan untuk membeli pupuk. Dari penjualan emas tersebut
anggota C mendapatkan uang kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Karena setiap gramnya anggota C akan mendapatkan kerugian Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah). Setelah itu anggota C membayar dengan cara angsuran
ke BMT sesuai dengan kesepakatan di awal.”

Dalam implementasinya, pembiayaan murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
melibatkan tiga pihak yaitu pertama, anggota atau calon anggota yang
mengajukan pembiayaan murabahah kepada BMT Mandiri Sejahtera. Kedua,
adalah BMT yang memberikan pembiayaan berupa emas dan menyetujui
pengajuan pembiayaan murabahah dari anggota. Ketiga, adalah toko emas
yang menjual emas ke BMT dan yang membeli emas dan memberikan uang
kepada anggota.

Adapun untuk dapat lebih memahami implementasi produk pembiayaan
murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik, maka berikut adalah skema mekanisme pembiayaan

murabahah

’ Anggota C, Wawancara, BMT Mandiri Sejahtera, 30 Maret 2019.
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\1/7 1 Anggota Mengajukan Pembiayaan
3 Akad murabahah emas

BMT/BANK | <— Anggota/
Nasabah

2 Beli Barang (emas)

5 Membayar angsuran/ cicilan

4 Menjual emas
dan mendapat uang
TOKO EMAS/

SUPPLIER

Gambar 3.2 Skema Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera

Keterangan :

1.

Anggota mengajukan pembiayaan murabahah dengan mendatangi
customer service di BMT Mandiri Sejahrera Desa Karangcangkring
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sesuai kebutuhan dengan
mengisi form permohonan pembiayaan dan membawa persyaratan
pembiayaan. Kemudian persyaratan pembiayaan akan diperiksa
kelengkapannya. Setelah itu marketing melakukan survei ke tempat
anggota pembiayaan paling lambat tiga hari setelah anggota
mengajukan pembiayaan. Hasil dari survei akan dievaluasi dan di
laporkan kepada manajer untuk disetujui.

Setelah mendapatkan persetujuan dari manajer BMT, maka BMT
membeli barang (emas) ke supplier (toko emas) yaitu dalam bentuk
batangan/perhiasan sesuai dengan jumlah pengajuan pembiayaan

yang dibutuhkan oleh anggota.
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3. Anggota mendatangi BMT untuk melakukan akad perjanjian
pembiayaan murabahah dan membayar biaya pencairan pembiayaan.
Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian BMT
memberikan emas kepada anggota sesuai yang dibutuhkan.

4. Anggota menjual emas tersebut ke supplier (toko emas) yang bekerja
sama dengan pihak BMT dengan harga lebih murah dari harga beli.
Setelah itu anggota mendapatkan uvang dari penjualan emas tersebut.

5. Kemudian anggota membayar angsuran ke BMT dalam bentuk uang.

3. Upaya Hukum Terhadap Anggota Pembiayaan Murabahah yang W anprestasi

Dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad murabahah,
anggota yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik harus melunasi sesuai
dengan besaran jumlah yang telah disepakati di awal dalam jangka waktu
tertentu. Apabila anggota tidak dapat memenuhi atau melunasi sesuai dengan
jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian, maka BMT akan berupaya
memberikan tambahan waktu untuk anggota-anggota pembiayaan dalam
melunasinya.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh pihak BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik apabila
terdapat anggota pembiayaan yang tidak membayar angsuran sampai lewat
jatuh tempo dan tidak sesuai dengan kesepakatan atau wanprestasi, maka

BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten
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Gresik tidak memberikan sanksi atau denda dan tidak ada eksekusi barang
jaminan untuk anggota yang cidera janji. BMT akan menyelasaikannya
dengan cara musyawarah mufakat dalam bentuk negosiasi bersama dengan
anggota. Dalam hal ini, pihak BMT akan melakukan reconditioning terhadap
sisa pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan yang sebelumnya
menggunakan murabahah, maka sisa dari pembiayaan yang belum dibayar
oleh anggota setelah jatuh tempo akan diakadkan kembali menjadi akad rahn.
BMT akan memberikan perpanjangan waktu untuk anggota dalam

pelunasannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.'°

' Sunjianto (KABAG Marketing), Wawancara, BMT Mandiri Sejahtera, 22 Maret 2019.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAHDI BMT MANDIRI SEJAHTERA DESA
KARANGCANGKRING KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah yang
Ditawarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang terdapat pada lembaga
keuangan syariah dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan
keuntungan yang disepakati di awal antara nasabah dengan lembaga keuangan
syariah. Pembiayaan merupakan salah satu produk utama dalam suatu lembaga
keuangan syariah. Seperti halnya pembiayaan yang terdapat pada BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, di mana
BMT memberikan pembiayaan atas permohonan yang diajukan oleh para
anggotanya dengan menggunakan akad murabahah. Dalam pembiayaan tersebut
BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

Produk pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dilakukan dengan
menggunakan akad jual beli dengan ketentuan dan kesepakatan antara kedua
belah pihak yaitu BMT dan anggota. Dalam hal ini, anggota yang mengajukan
pembiayaan murabahah ke BMT sebagian besar merupakan anggota yang
membutuhkan  pembiayaan untuk tambahan modal kerja.  Dalam

implementasinya, BMT memberikan penawaran pembiayaan murabahah kepada
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ketiga anggota tersebut dalam bentuk jual beli emas dengan cara pembayaran
angsuran.

Produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yaitu
dalam bentuk jual beli emas dengan pembayaran angsuran, hal tersebut terdapat
perbedaan pendapat diantara ulama tentang jual beli emas secara angsuran.
Menurut mayoritas fugaha yaitu mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali
bahwa jual beli emas secara angsuran tidak diperbolehkan dengan dalil emas dan
perak merupakan fsaman (alat pembayaran) yang tidak boleh dipertukarkan secara
tangguh karena hal tersebut menyebabkan riba. Akan tetapi menurut Ibnu
Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama kontemporer bahwa jual beli emas
secara angsuran hukumnya boleh dengan dalil bahwa emas dan perak merupakan
barang si/’ah yang diperjualbelikan seperti komoditas biasa dan bukan lagi
difungsikan sebagai fsaman (alat pembayaran). Sehingga emas dan perak setelah
dibentuk menjadi perhiasan dan juga berubah menjadi komoditas seperti pakaian
bukan merupakan fsaman (alat pembayaran), oleh karena itu tidak terdapat riba
dalam jual beli atau pertukaran antara perhiasan dengan harga (uang)
sebagaimana tidak terdapat riba dalam jual beli atau pertukaran antara harga
(uang) dengan barang lainnya yang bukan dari jenis yang sama.'

Dalam hal ini, pendapat yang rajih adalah memperbolehkan jual beli emas
secara angsuran karena emas merupakan barang bukan harga (uang) yang mana

untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

" Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan
Ekonomi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 141-143.
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mereka akan emas. Kebolehan jual beli emas dengan cara angsuran juga telah
dikonkritkan dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli
emas secara tidak tunai. Adapun dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa hukum
jual emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah

hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi

(uang).

Analisis Hukum Islam Terhadap Prosedur dan Implementasi Pembiayaan
Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu
penjual dan pembeli. Dalam jual beli murabahah dapat digambarkan dengan tiga
pihak antara lain pihak A, B dan C. Pihak pertama yaitu A membutuhkan suatu
barang dan meminta permohonan kepada pihak kedua yaitu B untuk membeli
barang tersebut. Akan tetapi, ketika B tidak mempunyai barang yang dibutuhkan
oleh A. B berjanji kepada A akan membelikan barang tersebut kepada pihak
ketiga yaitu C.

Dalam implementasinya, BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebelum memberikan pembiayaan kepada
anggota, maka anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah
harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada BMT.

Terdapat beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan murabahah yang harus
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dipenuhi oleh anggota pembiayaan sebelum dilakukan pencairan pembiayaan oleh
BMT.

Pertama adalah tahap pengajuan pembiayaan oleh calon anggota kepada
BMT dan setelah itu pihak BMT menjelaskan tentang produk pembiayaan yang
ada di BMT. Anggota mengisi serta melengkapi form permohonan dan
persyaratan pembiayaan. Kemudian pihak BMT menjelaskan pembiayaan yang
dipilih oleh anggota dengan jangka waktu dan cara pengembaliannya. Kedua
adalah tahap survei, di mana BMT melakukan survei ke tempat anggota sesuai
dengan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya kepada anggota, yang
kemudian hasil dari survei dievaluasi dan dilaporkan kepada manajer. Setelah
anggota dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka akan dibuatakan
akad perjanjian yang selanjutnya ditandatangani terlebih dahulu oleh kasir. Ketiga
adalah tahap realisasi pembiayaan, anggota yang mendapatkan pembiayaan dari
BMT maka terlebih dahulu membayar biaya pencairan ke bagian kasir. Kemudian
BMT menyerahkan barang sesuai yang terterah pada akad, setelah akad dibacakan
dan ditandatangani. Keempat adalah tahap pengarsipan yang dilakukan oleh BMT
terhadap berkas pembiayaan murabahah milik anggota.

BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik menggunakan emas sebagai obyek pembiayaan murabahah.
Anggota datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah
sesuai dengan kebutuhannya. Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh
manajer BMT, kemudian BMT membeli emas ke toko emas (supplier). Setelah itu

BMT dan anggota melakukan akad murabahah dengan menyatakan harga
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perolehan emas ditambah dengan keuntungan yang harus dibayar oleh anggota
secara angsuran sesuai kesepakatan. Setelah BMT memberikan emas tersebut
kepada anggota, anggota menjual emas tersebut ke toko emas yang telah ditunjuk
dan bekerjasama dengan BMT. Setelah menjual emas tersebut, anggota akan
mendapatkan uang dan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari implementasi pembiayaan murabahah yang ada di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring kecamatan Dukun Kabupaten Gresik,
menjadikan emas sebagai obyek pembiayaan murabahah, maka emas hanyalah
sebagai pengganti saja. Karena pada dasarnya anggota tidak membutuhkan emas
sebagaimana dilihat dari tujuannya dalam mengajukan pembiayaan murabahah.
Akan tetapi emas tersebut harus dijual kembali oleh anggota ke toko emas dengan
harga tunai yang lebih rendah dari harga pada saat anggota membeli emas di
BMT. Uang yang diterima oleh anggota dari penjualan emas tersebut tidak sesuai
dengan jumlah uang yang dibutuhkan. Karena ketika emas tersebut dijual, maka
anggota akan mendapat kerugian sekitar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai
dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya.

Ketentuan umum akad murabahah dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

disepakati kualifikasinya.
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Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan
pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank
harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,
secara prinsip, menjadi milik bank.”

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

murabahah, bahwa dalam prosedurnya pihak BMT menyampaikan terlebih

dahulu kepada anggota tentang semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan

murabahah sebelum BMT memberikan pembiayaan tersebut kepada anggota.

BMT juga menjelaskan kepada anggota tentang akad murabahah berkaitan

dengan harga pokok barang dan pengambilan keuntungannya serta cara

pembayaran dan jangka waktunya. Maka prosedur pembiayaan murabahah di

? Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
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BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik telah sesuai dengan fatwa DSN.

Implementasi pembiayaan murabahah yang sesuai dengan fatwa DSN
MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah nasabah mengajukan pembiayaan
murabahah kepada bank syariah. Kedua belah pihak yaitu antara bank syariah
dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan yang telah ditentukan.
Kemudian bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli melakukan
akad pembiayaan jual beli atas suatu barang. Kemudian bank syariah melakukan
pembelian barang kepada pihak ketiga yaitu supplier sesuai dengan barang yang
diinginkan oleh nasabah dengan pembayaran dilakukan oleh bank syariah kepada
supplier secara tunai. Setelah itu, barang tersebut dikirim oleh supplier kepada
nasabah dan nasabah menerima barang. Kemudian nasabah membayar ke bank
syariah secara angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan
kesepakatan di awal.

Berdasarkan implementasinya, pembiayaan murabahah di BMT Mandiri
Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah
sesuai dengan isi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah, tetapi implementasinya berbeda. Perbedaan dalam implementasinya
adalah bahwa pembelian barang dari supplier langsung diterima oleh BMT
kemudian diberikan kepada anggota tanpa ada pengiriman barang oleh supplier
kepada anggota. Kemudian tidak ada uang muka tetapi anggota harus
memberikan jaminan. Setelah mendapatkan barang (emas) dari BMT, anggota

harus menjual kembali barang tersebut ke supplier (toko emas) di mana barang
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tersebut dibeli dengan harga jual lebih rendah dari harga pada saat anggota
membeli barang (emas) di BMT. Sehingga dalam implementasinya, anggota
merupakan pihak yang dirugikan karena anggota tidak dapat langsung
memanfaatkan barang (emas) tersebut tetapi harus menjual kembali barang
(emas) yang dibeli dari BMT dan dari penjualan barang (emas) tersebut anggota

juga mendapat kerugian.

Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera

Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu dengan cara penjual
menyatakan harga perolehan barang yang meliputi harga asal barang dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan keuntungan
yang diinginkan. Besaran keuntungan tersebut bisa dalam bentuk persentase
tertentu dari harga perolehan.’ Sama halnya dengan akad murabahah dalam
produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, anggota dapat mengajukan permohonan
pembiayaan kepada BMT dengan minimal pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) dan maksimal pembiayaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera Desa
Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik kepada anggota
menggunakan akad murabahah emas dengan ketentuan dan kesepakatan antara

kedua belah pihak. Seperti halnya dalam menentukan keuntungan (margin)

3 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 82.
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dengan rade yang diberikan oleh BMT yaitu 1% sampai dengan 25%, di mana
antara kedua belah pihak yaitu BMT dengan anggota saling sepakat. Sehingga
setelah terjadi akad murabahah, maka anggota berhak mendapatkan barang
(emas) dan BMT berhak mendapatkan keuntungannya.

Anggota yang mendapatkan pembiayaan murabahah emas dari BMT
Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
harus menjual kembali emas tersebut ke toko emas yang telah ditunjuk dan
bekerjasama dengan BMT. Anggota tidak dapat memilih toko emas sesuai
dengan keinginan. Karena apabila anggota menjual emas tersebut kepada toko
emas selain yang ditunjuk oleh BMT, maka anggota akan menanggung jumlah
kerugian lebih banyak. Anggota yang diberi pembiayaan oleh BMT harus
melaksanakan kewajibannya yaitu membayar utangnya dengan sistem angsuran
sesuai kesepakatan.

Akad murabahah dalam produk pembiayaan tidak diperbolehkan
mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam islam seperti mengandung unsur
riba, akan tetapi harus sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 :

4
2 ¢ £
°
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“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang.™

* Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang : CV Toha
Putra, 1989), 122.
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Maka hal tersebut terbukti bahwa pembiayaan murabahah di BMT
Mandiri Sejahtera tidak mengandung riba. Riba merupakan tambahan nilai yang
berlipat ganda. Dalam pembiayaan murabahah di BMT tidak mengandung unsur
riba, karena tidak berlebihan atau sesuai dengan kewajaran ketika mengambil
keuntungan dalam jual beli. Selain itu, BMT dan anggota saling sepakat serta

sama-sama mengetahui harga pokok dan keuntungan.

Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Hukum Anggota Pembiayaan Murabahah
yang Wanprestasi

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera
Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik kepada para
anggotanya, bahwasanya anggota yang mendapat pembiayaan dari BMT harus
melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran pembiayaan sesuai
dengan jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian di awal. Apabila anggota
tidak memenuhi kewajiban tersebut sampai lewat jatuh tempo, maka anggota
telah melakukan wanprestasi.

Ketentuan tentang anggota yang melakukan wanprestasi telah tertuang di
dalam perjanjian pembiayaan murabahah pasal (3) tentang cidera janji yaitu,
anggota dinyatakan cidera janji apabila :

1. Anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya
sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada pasal (1) perjanjian ini.

2. Anggota telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.
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Apabila terjadi cidera janji maka BMT akan memberikan kesempatan kepada
anggota untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diterimanya pemberitahuan.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan dikarenakan perjanjian ini didasari semata-mata karena Allah SWT,
namun apabila kehendakNya pula terjadi permaslahan, kedua belah pihak setuju
untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.’

Sesuai dengan pasal (3), maka pihak BMT akan memberikan
perpanjangan waktu pembayaran angsuran kepada anggota yang melebihi jatuh
tempo. BMT akan memberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan
pemulihan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimannya
pemberitahuan. Dan apabila setelah upaya tersebut dilakukan, anggota tetap
tidak menjalankan kewajibannya maka akan dilakukan musyawarah mufakat.
Dalam hal ini musyawarah mufakat yang dilakukan oleh anggota dan BMT lebih
menekankan kepada upaya hukum negosiasi. Di mana anggota dan BMT saling
bernegosiasi terkait perpanjangan waktu pembiayaan. BMT akan memberikan
perpanjangan waktu kepada anggota dengan cara reconditioning terhadap sisa
pembiayaan. BMT akan mengakadkan kembali dengan akad baru yaitu akad rahn
terhadap sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh anggota atas kesepakatan
kedua belah pihak.

Upaya hukum yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Desa

Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan memberikan

> Surat perjanjian akad murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik, 2019.
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perpanjangan waktu kepada anggota merupakan hal yang dibenarkan sesuai
dengan ajaran Islam yang mengharuskan agar kita bersikap baik dan menjauhi
kedzhaliman dalam muamalah. Hal tersebut sesuai dengan yang disunnahkan
oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya bahwa, “Allah Swt mengasihi orang yang
mudah dalam penjualan, pembelian, pelunasan, dan penagihan” dan sabda beliau
yang mengemukakan bahwa, “Barang siapa yang memberi penangguhan kepada
orang yang dalam kesusahan (untuk membayar utang) atau membebaskannya
maka Allah Swt akan menghisabnya dengan perhisaban yang ringan”.°

Perubahan akad dalam pembiayaan yang awalnya menggunakan akad
murabahah kemudian menjadi akad rahn, maka perubahan akad tersebut
diperbolehkan. Karena dalam figih muamalah, murabahah merupakan akad
tijarah dan rahn merupakan akad tabarru’. Akad tijarah merupakan segala bentuk
perjanjian yang menyangkut transaksi dan berorientasi untuk mendapat
keuntungan, sedangkan akad tabarru’ bertujuan untuk tolong-menolong tanpa
mensyaratkan imbalan apapun kepada orang lain. Jenis akad ¢fjarah boleh diubah
menjadi akad tabarru’, karena setiap transaksi yang asalnya bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait
didalamnya meringankan pihak yang lain dengan menjadikan akad zabarru’, maka
transaksi yang seperti itu diperbolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal

tersebut dianjurkan.’

6 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta
: Prenada Media Group, 2015), 221.

7 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2004), 66.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisis terhadap
imlementasi pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa

Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, maka dapat ditarik

kesimpulan :

1. Implementasi pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera dapat
dikatakan kurang tepat, karena BMT menjadikan emas sebagai objek
murabahah hanya sebagai pengganti ketika dilihat dari tujuan pembiayaan
murabahah yang diajukan oleh anggota. Ketika anggota mendapat emas dari
BMT, maka anggota harus menjual emas tersebut ke toko emas yang ditunjuk
dan bekerjasama dengan BMT. Kemudian uang yang diterima oleh anggota
dari penjualan emas tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang
dibutuhkan, karena harga penjualan emas secara tunai lebih rendah dari harga
pada saat anggota membeli emas di BMT. Sehingga anggota mendapat
kerugian dari penjualan emas tersebut.

Menurut hukum Islam, implementasi pembiayaan murabahah di BMT Mandiri

Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, apabila

ditinjau dari sisi obyek yang ditawarkan oleh BMT yaitu jual beli emas dengan

pembayaran angsuran, hal tersebut diperbolehkan selama emas tidak dijadikan

sebagai alat pembayaran resmi. Adapun prosedur dan implementasi produk
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pembiayaan murabahah di BMT Mandiri telah sesuai dengan isi fatwa DSN MUI
No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tetapi implementasinya berbeda. Dalam
implementasinya, anggota merupakan pihak yang dirugikan karena tidak dapat
langsung memanfaatkan emas yang dibeli dari BMT tetapi harus menjual
kembali dengan harga jual lebih rendah sehingga anggota mendapat kerugian.
Apabila ditinjau dari sisi akadnya, akad murabahah dalam implementasi produk
pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera telah sesuai dengan hukum Islam di mana
tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang seperti mengandung unsur riba. Apabila
ditinjau dari upaya hukum terhadap anggota pembiayaan yang melebihi jatuh
tempo pembayaran, maka kedua belah pihak melakukan musyawarah mufakat
dalam bentuk negosiasi, dari hasil negosiasi maka BMT akan memberikan
perpanjangan waktu kepada anggota dan hal tersebut dibenarkan sesuai hukum
Islam.
Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap
implementasi pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera dapat
dilanjutkan dan disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang
berbeda, sehingga menjadi karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.
2. Pihak BMT Mandiri Sejahtera supaya mengkaji kembali terhadap
implementasi pembiayaan murabahah dengan tidak membatasi obyeknya.
Sehingga dalam transaksinya tidak ada pihak yang dirugikan serta BMT dapat

mengimplementasikan ~ pembiayaan  murabahah  dengan  sebenarnya.
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